
WALIKOTA PEKANBA U

PROVINSI RIAU

PERATURAN W.A.LIKOTA PE

NOMOR 149 TAHUN 2 21

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU

Menimbang a bahwa dalam rangka

penyederhanaan birokrasi

bahwa Peraturan Walikota

2020 tentang I(edudukan,

dan Fungsi serta Tata

Pekanbaru sudah tidak

AS DAN FUNGSI SERTA

pelaksanaan kebijakan

di lingkungan Instansi

baru Nomor 194 Tahun

usunan Organisasi, Tfrgas

a Sekretariat Daerah Kota

APTT

TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH OTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA

Pemerintah, perlu dilaku

susunan organisasi, tugas

penataan kedudukan,

an fungsi serta tata kerl'a

baru;

dan ta.tab. bahwa penataan organi keq'a Kota

Pekanbaru telah mendapa persetujuan Gubernur

Riau melalui surat N

29 Desember 2O2l;

c

ai dengan perkembangan

hukum sehingga perlu d

d. bahwa berdasarkan bangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a,

menetapkan Peraturan W
uruf b dan huruf c perlu

tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tlrgas Fungsi Serta Tata Kerja

baru;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-U

Indonesia Tahun 1945;

I

Mengingat

& 1/

g Dasar Negara Republik

WALIKOTA PEKANBARU,

Sekretariat Daerah Kota

060/ORG. 1/3501 tanggal

Sekretariat Daerah Kota



.t rr-l^-^ rI-l^-^ l\r^-^-./-. \,/rrtrcurS-\,rrr\rclrrS rrLrrrrLrl
,T^1^,,- 1r)R4.
-t CLI -T LII I L :I J\)

Pembentukan

Lingkungan si Sumatera

(Lembaran Negara Repu

Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 5

Sipil Negara (Lembaran
,T^1^,,- .)r\1 A t\T^*^- C,
1 d-lt tll r. z\) L a rl (Jrl,l\lr \r,

Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor

2Ol4 tentang Aparatur

Republik Indonesia
T ^-l^^-^- r\T^^^-^I/ELLIrrcl,I O.II rlLSCLr A

Daerah

Daerah

Kota Kecil

tentang

Dalam

Tengah

Indonesia Tahun 1956

al;

Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 N 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-
+^6+^6^ D^-,,L^L^^ TI^A,, ^LLrrLCLrlB r (.l tl lJdtrrcr-rr r\sLl(id.

23 Tahun 2Ot4 tentang

Tr-l^*^ l\T^*^- (} 'T^L,,- r)n1
L' rr(rd,rr5, lrurlr\Jr 2 L allllll z\J L

Atas Undang-Undang N

Pemerintahan Daerah Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 N 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia N s6791;

5. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Le Negara Republik Indonesia
,Ti^I^,,.^ r)t\18 l\T^*^- 1 1Aiar.lJ'(llj. lJW L\) rt\.rllILrI I I-T, r ^*1-^-^.^ r\T^^^-^l-J{-rllrJd.1 cl.lr rl\.E,dtr d-

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana yang

telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2Ol9 tentang bahan Atas Peraturan

2016 tentang PerangkatPemerintah Nomor 18 Tah

Daerah Lembaran Negara blik Indonesia Tahun

2OI9 Nomor 187, kmbaran Negara Republik
r* l^-^^:^ r\I^*^- A A rl1l,Ij..tr-l(rt lcitrcl. 1r rJrrr(r.l \J 1 v 4 ) )

6. Peraturan Menteri Dalam N Nomor 12 Tahun 2Ol7

dan Klasifikasi Cabangtentang Pedoman Pem

Dinas dan Unit Pelaksana Daerah (Berita Negara

17 Nomor a51);

Nomor 99 Tahun 2OI8

Republik Indonesia Tahun 2

7. Peraturan Menteri Dalam N

tentang Pembinaan dan
D^*^-^1-^+ n^^-^L lD^*.i+^rul ar.iiE,l\a1.L l'awlaJ r tlJsr rLc[

Tahun 2Ol8 Nomor 1539);

Pengendalian Penataan
D ^*, . 1^l:1 - T- ,{ ^* ^^; ^L5,a1r d. r\l;PLllrrrr\ I I tuurlt];sld-

2(la/



o T)^-^+,,-^* l\r^-+^; T-\^l^*(.1. r (,r d.LLlr cur lvrErlL(-l I ud.LcLLLL

tentang Pedoman N

Sekretariat Daerah Provinsi

Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Menteri

Reformasi Birokrasi Nomor

Penyetaraan Jabatan
L1.,-^^:^-^l /D^-i+^ I\T^^^*^1' LlrrE,l>rLrrr(a-r \IJgr rL4 rru6d.r cL

2O2l Nomor 525);

10. Peraturan Menteri

Reformasi Birokrasi Nomor

Penyederhanaan Struktur

Pemerintah untuk Penyed

Negara Republik Indonesia
11 T)^-^+.,-^- T\^^-^l^ ?^+^i l. r ular.Lil'r.r.ll rJcLurcr.ll L\\JLcl,

tentang Pembentukan dan

Kota Pekanbaru (Lem

Tahun 2016 Nomor 9, Tam

Pekanbaru Nomor 9), se

Peraturan Daerah Kota

tentang Perubahan Atas
D^l -^-1-^*.' I\T^*^* () 'n^L"*-ac.tlar-iliJaa.i Ll rrLrlrlvl 7 I cl.llLLlr

dan Susunan Perangkat

(Lembaran Daerah Kota

Nomor 5, Tambahan Lem

Nomor 5);

1\/l^-^+^^1-^-1YrEllE L.1Pr\d.rr . T)EiD A 'TT TI) A I\T \I/ A T IT'r\'T A. -t iill\11 IUl\J-1.11 YYr}LlI\\-/Iar

ORGANISASI, TUGAS DAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

r\T^*^- (6. 'rr^L,,- r)r\1rl
lturalul JU tallula zv L )

Dan Unit Ke{a

Kabupaten/ Kota (Berita

un 2019 Nomor 97O);

Aparatur Negara dan

17 Tahun 2O2l tentang

ke Dalam Jabatan
Ll.il- T*.{^*^^;^ .n^L,,-lrtlr\ rt-Lu\.rttgi)rcl, r d,rt Ll"l.1

Aparatur Negara dan

25 Tahun 2O2L tentang

Organisasi pada Instansi

Birokrasi (Berita

2021 Nomor 5a6l;
r\T^*^- r) ,F^L,.- .}/\1 Allulll(Jl :/ r cl-Il(tll /-w L\)

usunan Perangkat Daerah

Daerah Kota Pekanbaru

Lembaran Daerah Kota

telah diubah dengan

Nomor 5 Tahun 2O2O

Peraturan Daerah Kota
n 14. +^-+^*^ E,^*L^-+,,1-^-\., l\,, LElrLcLrrS, r grrrt,gtrLllr\d-rr

Daerah Kota Pekanbaru

Pekanbaru Tahun 2O2O

Daerah Kota Pekanbaru

1] TZETT\T TT'\T TTl A I\t AT TAT TI\T A I\T\J I\IJU L/ rJ\,' l\Jlrl. \) \jU L' I\allr

GSI SERTA TATA KERJA

a

sl 1/



DAE TUIIU L

KETENTUAN MUM

Pasal
T\^l^* D^-^+,,-^.^ \II^l:1.^+^ i-;iiiiL7ai.7Ll l (rraLL{ICl-rt Yv dllll\\JLd, IIII

1. Daerah adalah Kota Pekan

l:*^1-^,,1 l^-^^-\lllllcl,As LlLl LrE.t .l.tsrcl.r r

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota

Pekanbaru.

3. Perangkat Daerah adalah

dan Dewan Perwakilan

sur pembantu Walikota

Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan tahan yang menjadi

ke'wenangan Kota Pekan

4. Walikota adalah Walikota baru.

5. Wakil Walikota adalah Wakil

6. Sekretariat Daerah adalah

alikota Pekanbaru

Sekretariat Daerah Kota

Pekanbaru.

7. Sekretaris Daerah adalah

Pekanbaru.

8. Staf Ahli adalah pemban

keahliannya.

9. Asisten adalah Asisten

Sekretaris Daerah Kota

+ir^^^ II/^l;l-^+^ ^^^"^iLfl$d.r) VV d,lll\\-rLCI sUDuaI

Sekretaris Daerah pada

Sekretariat Daerah Kota

10. Bagian adalah Bagian

Pekanbaru.

1 1. Kepa1a Bagian adalah Bagian pada Sekretariat
n^^-^L T1^+^ T)^1-^-l-^*"lia vLa-Lt l\l-L(L r gAa,rrt,a,r Ll.

12. Subbagian adalah Sub

Kota Pekanbaru.

pada Sekretariat Daerah

13. Kepala Subbagian Kepala Subbagian pada

Sekretariat Daerah Kota

14.Sub-Koordinator adalah b pimpinan kelompok

melaksanakan fungsijabatan fungsional

pelayanan fiingsional .I^-^^-(rgrlSdlrr r u.ctlr.E, 1;-^1-,,-11r15,r\.Lrl",

tinggibidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan

pratama masing-masing.

15. Kelompok Jabatan adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, jawab, wewenang dan

baru

Sekretariat Daerah Kota

4rl 4/



hak seseoi'ang Pegawai

organisasi yang dalam

didasarkan pada

tertentu serta bersifat

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUS

D^ -:^-Dd,Elctrr

Kedud

Pasal

(1) Sekretariat Daerah adalah

Pekanbaru.

(2) Sekretariat Daerah

Daerah yang berada

kepada Walikota.

(3) Staf Ahli adalah pemban

keahliannya.

(4) Asisten berada dibawah

Sekretaris Daerah.

(5) Bagian dipimpin oleh
l:l^^--.^L ,{ ^*ilr lJd. vv d'r r \la.r r

Daerah melalui asisten yang

(6) Subbagian dipimpin oleh

yang bertanggung jawab

(7) Pejabat Fungsional adalah

Jabatan Fungsional pada

E ^-:^-rJa.Srcur

Susunan

Pasal

(1) Susunan oi'ganisasi

terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah.

b. Staf Ahli.

t

a.i-;l ,t^1^*. aa*rrar\Jryrr Ll(1lcLll.l DaLLlct-r I

pelaksanaan tugasnya

dan atau keterampilan

ORGANISASI

staf Pemerintah Kota

oleh seorang Sekretaris
l^- 1^^-+^-^-,-^;^.,.^1-LlcLll rrur Ld.rr5)Blrrrtsljclw cLU

tugas Walikota sesuai

bertanggung jawab kepada

Kepala Bagian yang berada
1-^-^l^ Q^1--^+^J^1\LPCL\r4 \)gI\I g L(11 lD

bawahinya.

Kepala Subbagian

Kepala Bagian.

ASN yang menduduki

Pemerintah

ua

Daerah I(ota Pckanbaru

5

A 4/



Asisten Pemerintahan d

membawahi:

1. Bagian Tata Pemerin

1. 1. Kelompok Jaba

2. Bagian Kesejahteraan

2.1. Kelompok Jaba

3. Bagian Hukum, mem
.)

I(e1 pok

4. Bagian Kerjasama,

4.1. Kelompok Jab

d. Asisten Perekonomian

membawahi:

1. Bagian Perekonomian,

1. l. Kelompok Jaba

2. Bagian Administrasi

2.1. Kelompok Jaba

3. Bagian Pengadaan

3.1. Kelompok .rob

4. Bagian Sumber Daya

4 Ke pok

1

1 Iom

e Asisten Administrasi Um

1. Bagian Umum, mem

1. 1. Kelompok Jaba

2. Bagian Organisasi, m

2.1. I(elompok Ja

3. Bagian Protokol

membawahi:

3.1. Subbagian Proto

3.2. Kelompok Ja

4. Bagian Perencanaan

4.1. Subbagian Ke

4.2. S I(elompok J

f. Kelompok Jabatan Fun

I? a,/

ai

I(esejahteraan Ralry'at,

, membawahi:

Fungsional.

at, membawahi:

i:

J

Ja

E----^:^-^ll Llr rB\>r(,rrcu.

bawahi:

Fungsional.

dan Pembangunan,

membawahi:

Fungsional.

bangunan, membawahi:

Fungsional.

g dan Jasa, membawahi:

Fungsional.

, membawahi:

Fungsional.

, membawahi:

1:

bawahi:

Fungsional.

Komunikasi Pimpinan,

I

Fungsional.

Keuangan, membawahi:

Fungsional.

Fungsional.

Fungsional.



/o\ D^^^.^ Q+-.'l-+"-
\L I iLt o.6O.L I \) Lr Ll l\ L LI I

sebagaimana dimaksud

Lampiran I yang meru

dari Peraturan Walikota ini.

(1) Sekretaris Daerah mempunyai

dalam penyelenggaraan

organisasi dan keta

pela5;anan administrasi

Kota Pekanbaru berdasar

perundang-undangan dan

(2) Sekretaris Daerah dalam

dimaksud pada ayat {1),

a. pengoordinasian

rencana keq'a bidang
1-^*^^-.^-^1-^+^*ACrrlcl,oJ cLI <t (aLclrr,

serta teknik administrasi

dimiliki Kota Pekanbaru

undangan yang berlaku

hasil evaluasi pelaksanaan

b. pengkajian, penelaahan

perundang-undangan,

pelaksanaan dan petunjuk

pembangunan, kemasy

ketatalaksanaan serta

c. penjabaran instruksi/

pelaksanaan serta mas

Rakyat Daerah Kota

memahami serta dises

perundang-undangan

memperlancar

C^l--^+^*:^+ n^^-^L

ayat (1) tercantum dalam

bagian tidak terpisahkan

BAB

TUGAS DAN NGSI
D^-:^-rJd.Sr(x.rr ,LL,l.

Sekretariat

Pasal

tugas membantu Walikota

tahan,

serta

^^1,,-,,L -^-^-^1-^+,{^^-^}.DArLlr urr Pgrdir6.t\cr.L Licr.sr cr.rr

ketentuan peraturan

pembantuan lainnya

tugas sebagaimana

fungsi:

program kerja dan

tahan, pembangunan,
l^* l-^+^+^l^I-Lldl-rl l\U La,Lcl.la.l\5d,ttd.cll r

berdasarkan potensi yang

peraturan perundang-

mempertimbangkan

tahun sebelumnya;

perumusan peraturan

keputusan, petunjuk
1^.:l^-^ -^-^;-+^l^^-u1\rclrrS PLrrrEr rrr LcLrrcr'rl,

keorganisasian dan

administrasi;

tah atasan, petunjuk

dari Dewan Perwakilan

baru dengan mempelajari,

dengan peraturan

berl.aku sehingga dapat

administrasi,

memberikan

7

*/,

kegiatan;



d. pcndistribusian tugas kepad

Bagian pada Sekretariat

maupun para kepala per

Pemerintah Kota Pekan

kewenangannya;

pengoordinasian perumu

pengelolaan anggaran

kelancaran serta tcrtib admi

f. pengoordinasian pel

pemerintahan, pemban

ketatalaksanaan, keorgan

daya aparatur, keuangan, p

g. pengoordinasian pengelo

keuangan, sarana dan p
Rencana Anggaran Penda

Perubahan Anggaran Pend

h. perumusan sasar€rn pe

dan kegiatan di bidang pe

kemasyarakatan, keorgani

serta administrasi dengan

pemerintah dan disesuar

schingga tepat mutu, kuali

pembinaan

pemerintahan,

e

I

ketatalaksanaan, keorgan

sumber daya aparatur,

prasarana melalui petu

ceramah, pelatihan

meningkattr<an

administrasi;

pengoordinasian

diselenggarakan oleh Ke

lingkungan Pemerintah Ko

J

k. pengevaluasian

diselenggarakan

dilingkungan Pemerintah

rangka pengendalian melal

?l d

para Asisten, para l(epala

t daerah dilingkungan

sesuai tugas dan

kebijakan pembangunan,

pengendaliannya untuk

istrasi pelaksanaannya;

administrasi di bidang

nan, kemasyarakatan,

sian, pengelolaan sumber

na dan sarana;

sumber daya aparatur,

serta penyusunan

tan Belanja Dacrah dan

Belanja Daerah;

operasional program

erintahan, pembangunan,

sian dan ketatalaksanaan

emadukan program kerja

dengan kondisi lapangan

dan sasaran;

kegiatan di bidang

kemasyarakatan,

serta pengelolaan

pelaksanaan

pemban nan,

slan

pelak

hasil

keuangan, sarana dan

uk teknis, pengarahan,

penyuluhan guna

terampilan dan tertib

aan tugas yang

Perangkat Daerah di

Pekanbaru;

laksanaan tugas yang

oleh pala Perangkat Daerah

I(ota Pckanbaru dalam

i rapat teknis, permintaan

B

ae

Daerah Kota Pekanbaru



data laporan, pemantauan

diperoleh kebenaran dan pe

1. penganalisaan data maup

kegiatan dari perangkat d

dengan mempelajari, me

sehingga diperoleh

penyempurnaan lebih lanju

m. pcngendalian scmua jcni

Pemerintah Kota Pekan

permintaan data maupun

periodik maupun insiden

kegiatan dapat terke

ketentuan yang berlaku;

n. pelaporan hasil

pemerintahan, pembangu

keorganisasian kepada

pertanggungj awaban pelak

o. perumusan kebijakan te
Keterangan Pertanggungi

dan Laporan Akuntabili

penyelenggaraan kewenan

urusan pilihan, tugas pem

yang diberikan kepada Pem

p. pemberian nilai pelak

Staf Ahli, Asisten, Kepala

Dewan Perwakilan Rakya

lingkungan Pemerintah

penglslan maupun penca

Pegawai dalam upaya

disiplin pegawai;

q. penyampaian saran p

staf kepada Walikota se

pertimbangan dalam pe

kebijakan; dan

r. pelaksanaan fungsi lain y

yang sesuai dcngan tuga

/l ./

lapangan, schingga dapat

bangannya;

laporan hasil pelaksaaaan

ah pada semua bidang

i dan meneliti kembali

ukan sebagai bahan

kegiatan di lingkungan

melalui rapat teknis

laporan k gi"t"n 
"."".a

, sehingga pelaksanaan

sesuai program dan

aan kegiatan bidang

, kemasyarakatan dan

alikota sebagai bahan

aan tugas;

s penyusunan Laporan

ban Kepala Daerah

Kine{a Daerah dalam

nya baik urusan wajib,

tuan dan dckonscn"rasi

tah Kota Pekanbaru;

pekerjaan terhadap para

s dan Badan, Sekretaris

Daerah dan Camat di

Pekanbaru melalui

tan pada Sasaran Kerja

gkatan prestasi keq'a dan

gan dan/ atau telaahan

bahan masukan dan

bilan keputusan serta

diberikan oleh pimpinan

9



(1) Staf Ahli

terhadap

mempunyai tugas

isu-isu strategis

keahliannya.

(2) Staf Ahli dalam

dimaksud pada ayat (l), men

a. pemberian telaahan

daerah sesuai keahliannya;

b. pengoordinasian pelak

perangkat daerah dan a
sinkronisasi dan keterpadu

c. pelaksanaan konsultasi

provinsi, pemerintah kab

pemerintah dan non

mendapatkan data dan

analisis dan telaahan gu

dalam melaksanakan tugas

d. pelaksanaan fungsi lain

sesuai keahliannya.

( 1) Staf Ahli terdiri dari:

a. Staf Ahli Bidang Pemerin

b. Staf Ahli Bidang E

Pembangunan.

c. Staf Ahli Bidang Kemasy

Manusia.

(2) Staf Ahli dalam me

sebagaimana dimaksud

tersendiri dalam Peraturan

Pasal

Pasal

memberikan rekomcndasi

kepada Walikota sesuai

tugas sebagaimana

lenggarakan fungsi:

masalah pemerintahan

tugas dengan kepala

unit kerja terkait,

pelaksanaan tugas;

pemerintah, pemerintah

paten/kota serta instansi

tah lainnya untuk

informasi sebagai bahan

masukan bagi Walikota

dan

g diberikan oleh Walikota

, Hukum dan Politik.

omi, Keuangan dan

akatan dan Sumber Daya

tugas dan fungsi

Pasal 5 dapat diatur

atau Keputusan Walikota.

guna

?/ 4/
10

Bagian l(e{ua
I

Staf Aht



Asisten Pemerintahan dan

(1) Asisten Pcmerintahan

mempunyai tugas membantu

penyusunan

pemerintahan,

kerjasama, pengoordinasian

perangkat daerah, peman

kebijakan daerah di

kcsejahtei'aan ralq,'at, hukum

(2) Asisten Pemerintahan dan

malaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan

tata pemerintahan,

keq'asama;

b. pengoordinasian

bidang tata

hukum dan kerjasama;

c. perumusan dan

pelaksanaan tugas

pemerintahan, kesej

kerjasama;

d. pcman*'auan dan eval

daerah di bidang tata

ralgrat, hukum dan kerj

e. pemantauan dan eval

daerah terkait pencapaian

yang tidak diinginkan dan

pencapaian tujuan ke

*^-^-:-+^L^- 1.^^^;^L
PEiiiui iiir..att-aar.ir, AEDEJdLTT

kerjasama;

f. pendistribusian tugas

Asisten Pemerintahan dan

4/

D^-i^* t1^.tJct6ra.rr Ac

Pasal

sejahteraan Rakyat

rz^^^:^1-+^ D^1^.^+r\EscJcur Lgl d,cLlr. .t\cl.r\J d.L

Sekretaris Daerah dalam

kebijakan

kesejah rakyat,

bidang tata

hukum dan

kebijakan daerah

dan evaluasi pelaksanaan

tata pemerintahan,
l-^-:^^^*^rrErJd.ocl'rrrdt.

teraan Ralryat dalam

dimakud pada ayat (1),

kebijakan daerah di bidang

ralqrat, hukum dan

1,^1--t:^t-^- l^^-^L ,{;irurJrJcLAcLrr \rd.t-l ctll trr

kesejahteraan rakyat,

serta pengoordinasian

t daerah di bidang tata

rakyat, hukum dan

-^1^r-^^*^^- 1-^l-;.:^l-^-
lJEr.dj\ocLrra.d,rr AEUrJclr\clrr

tahan, kesejahteraan

pelaksanaan kebijakan

tujuan kebijakan, dampak

faktor yang mempengaruhi

di bidang tata

-^l^.^+ L,,1.,,- 
^^-rcr,r\Jcr.L, llLiI\tIl-ir ual

bawahan di lingkungan

teraan Ralryat sesuai

di

1l/
11



dengan tugas dan tanggung

tugas yang diberikan dapat

g. pemberian petunjuk pe

bawahan di lingkungan

Kesejahteraan Rakyat ses

prosedur yang berlaku

dalam pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan evaluasi tu

Asisten Pemerintahan

dengan cata memban

denganoperasional

dilaksanakan sebagai

perbaikan kine4'a di masa y

pelaksanaan fungsi lain y1

yang sesuai dengan tugasn

Paragraf

Bagian Tata Pe

D^ ^^l

(1) Bagian Tata Pemerin

melaksanakan penyiapan pe

pengoordinasian perum

pengoordinasian pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi pe

pelaksanaan pembinaan

administrasi pemerintahan,

otonomi daerah.

(2) Bagran Tata Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada

fungsi:

a. penyusunan bahan

pemmusan kebijakan

kegia'.an program ke{a
pemerintahan, administra

daerah;

I

awab yang ditetapkan agar

rjalan efektif dan efisien;

aan tugas kepada

sisten Pemerintahan dan

ai dengan peraturan dal
tidak teq'adi kesalahan

bar,vahan di lingkungan

Kesejahteraan Rakyat

gkan antara rencana

gas-tugas yang telah

laporan kegiatan dan

g akan datang; dan

g diberikan oleh pimpinan

1

rintahan

mempunyal

musan kebijakan

kebijakan

tugas perangkat

tugas

daerah,

daerah,

daerah,

sanaan kebijakan daerah,

dministrasi di bidang

strasi kev,ilayahan dan

melaksanakan tugas

ayat (1), menyelenggarakan

penyiapan bahan

erah dan perencanaail

di bidang adminis'.rasi

kewilayahan dan otonomi

f ./
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b. penyusunan bahan koor

pengoordinasian perumu

bidang administrasi pe

kewilayahan dan otonomi d

penyusunan bahan koo

pengoordinasian pe

di bidang administrasr

kcwilayahan dan otonomi

d. penyusunan bahan koo

pemantauan dan evalu

daerah di bidang ad

administrasi kewilayahan

e pendistribusian tugas k

Bagian Tata Pemerintahan

tanggung jawab yang di

diberikan dapat berjalan efe

f. pemberian petunjuk pe

bawahan di lingkungan

sesuai dengan peraturan

agar tidak terjadi kesalahan

g. pelaksanaan evaluasi tu

Bagial Tata Pem

membandingkan antara

tugas-tugas yang telah di

laporan kegiatan dan per

akan datang; dan

h. pelaksanaan fungsi lain y

yang sesuai dengan tugasny

Bagian Kesejah

(1) Baglan Kesejahteraan

melaksanakan penyiapan p

kebijakan daerah, pengoordi

Perangkat Daerah, pemantau

C

rr^ -^ ^-^fr cu crBr clr

Pasal 9

inasi penyiapan bahan

kebijakan daerah di

erintahan, administrasr

ah;

si penyiapan bahan

tugas perangkat daerah

rintahan, administrasi

inasi penyiapan bahan

pelaksanaan kebijakan

strasi pemerintahan,

otonomi daerah;

bawahan di lingkungan

sesuai dengan tugas dan

pkan agar tugas jiang

sanaan tugas kepada

Tata Pemerintahan

prosedur yang berlaku

pelaksanaan tugas;

bawahan di lingkungan

tahan dcngan

cana operasional dengan

sebagai bahan

kineda di masa yang

diberikan oleh pimpinan

Rakyat

at mempunyai tugas

goordinasian perumusan

sian pelaksanaan tugas

dan evaluasi pelaksanaan

p 1r' 13

dan efisien;
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kebijakan daerah di bidang

sosial dan kesej ahteraan masy

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

sebagaimana dimaksud pada

fungsi:

a. penyusunan bahan koord

daerah di bidang

kesejahteraan masyarakat;

b. penyusunan bahan koo

perangkat daerah di bi

sosial dan kesej ahteraan

c. penyusunan bahan koo

evaluasi pelaksanaan

pencapaian tujuan kebij

diinginkan dan faktor yang

tujuan kebijakan di bidan

sosial dan kesej ahteraan

d. pendistribusian tugas kep

Bagian Kesej ahteraan

tanggung jawab yang di

diberikan dapat be{alan e

e. pemberian petunjuk P

sesuai dengan peraturan

f. pelaksanaan evaluasi tu

Bagran Kesejahteraan

membandingkan antara

tugas-tugas yang telah

laporan kegiatan dan per

akan datang; dan

g. pelaksanaan fungsi lain

yang sesuai dengan tugasn

eagarnaan, kesejahteraan

t.

alam melaksanakan tugas

at (1), menyelenggarakan

asi perumusan kebijakan

, kesejahteraan sosial dan

nasi pelaksanaan tugas

keagamaan, kesejahteraan

arakat;

dan pemantauan serta

bijakan daerah terkait

, dampak yang tidak

mempengaruhi pencapaian

keagamaan, kesejahteraan

a bawahan di lingkungan

t sesuai dengan tugas dan

tapkan agar tugas yang

dan efisien;

aan tugas kepada

prosedur yang berlaku

dalam pelaksanaan tugas;

bawahan di lingkungan

Rakyat dengan cara

cana operasional dengan

sebagai bahan

g diberikan oleh pimpinan

t

Ia ?-./
1A

bawahan di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat

agar tidak terjadi kesalahan

kinerja di masa yang



(1) Bagian Hukum mempunyai tu
perumusan kebijakan daerah,

kebijakan daerah, pengoo

perangkat daerah, pe

di bidang perundang-undan

dokumentasi dan informasi.

(2) Bagian Hukum dalam

dimaksud pada ayat (1), m

a. penyusunan bahan koord

daerah di bidang peru

hukum serta dokumentasr

b. penyusunan bahan koord

daerah di bidang pe

hukum serta dokumentasi

c. penyusun.rn bahan koo

perangkat daerah di dibi

bantuan hukum serta do

d. penyusunan bahan

pemantauan dan evalu

undangan, bantuan hu

informasi;

e. pendistribusian tugas k

Bagian Hukum sesuai

f. pemberian petunjuk p

bawahan di lingkungan

peraturan dan prosedur y

kcsalahan dalam pe

g. pelaksanaan evaluasi tu

Bagian Hukum dengan

rencana operasional d

m

Pasal 1

melaksanakan pen5riapaa

ngoordinasian perumu san

sian pelaksanaan tugas

pemantauan dan evaluasi

, bantuan hukum dan

tugas sebagaimana

ggarakan f'"ingsi:

asi perumusan kebijakan

dang-undangan, bantuan

informasi;

perumusan kebijakan

dang-undangan, bantuan

informasi;

inasi pclaksanaan tugas

g perundang-undangan,

entasi dan informasi;

koordinasi pelaksanaan

di bidang perundang-

serta dokumentasi dan

bawahan di lingkungan

gan tugas dan tanggung

tugas yang diberikan dapat

tugas kepada

Hukum sesuai dengan

berlaku agar tidak tedadi

tugas;

bawahan di lingkungan

a membandingkan antara

tugas-tugas yang telah

/
.a 4-..', 15

a

jawab yang ditetapkan agar

berjalan efektif dan efisien;

Paragraf I

eagian Hu{



r:l^1-^^*^l-^* ^^1-^-^;\lrrd,r\od.r rcL-t\cu. r os rJa.6a,r

perbaikan kinerja di masa

h. pelaksanaan fungsi lain

yang sesuai dengan tu

Bagian

(1) Bagian Keq'asama

penylapall perum

perumusan kebijakan

pelaksanaan tugas Perangkat

evaluasi pelaksanaan

pembinaan administrasi di

dalam negei'i, fasilitasi

Kerjasama.

(21 Bagian Kerjasama dalam

dimaksud pada ayat (1),

a. penyusunan bahan

daerah di bidang kery'

luar negeri dan evaluasi

b. penirusunan bahan

daerah di bidang

luar negeri dan evaluasi

c. penyusunan bahan

perangkat daerah di

kerjasama luar negeri dan

d. penyusunan bahan

pelaksanaan kebijakan

dalam negeri, kerjasama

Kerjasama;

e. penyusunan bahan

administrasi di bidang

f. pendistribusian tugas

Bagian Kerjasama sesuai

I^-^-^- l-^^:^+^- l^-rcl.}",\Jr aJr r\tS,rctLdlrr ttcLrr

akan datang; dan

diberikan oleh pimpinan

Paragraf

D^^^1 1r cl-scl--L r

mem tugas melaksanakan

daerah, pengoordinasianusan kebi

pengoordinasian

Daerah, pemantauan dan

kebi daerah, dan pelaksanaan

fasilitasi kerjasama

luar negeri dan eval.uasi

tugas sebagaimana

fungsi:

perumusan kebijakan

dalam negeri, kerjasama

1-^1-,;;^I-^-
PEr (lrrrtlscLrr I\gr.rrJctAdJr

dalam negeri, kerjasama

asalna;

pelaksanaan tugas

kerjasama dalam negeri,

uasi kerjasama;

pemantauan dan evaluasi
r.: r-:..1 ^-^ I-^d^^^-^Ltl rJrLrcr-rrS r\grJaard.rrra.

luar negeri dan evaluasi

pelaksanaan pembinaan

bawahan di lingkungan

tugas dan tanggung

4 4/
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jawab yang ditetapkan agar

beq'alan efektif dan efisien;

g. pemberian petunjuk pe

bawahan di lingkungan

dengan peraturan dan pro

tedadi kesalahan dalam pe

h. pelaksanaan evaluasi tu

Bagian Kef asama dengan

rencana operasional den

dilaksanakan sebagai

perbaikan kinerja di masa y

pelaksanaan fungsi lain yI

yang sesuai dengan tu

Rqoian

Asisten Perekonomian

Pasal 1

(1) Asisten Perekonomian dan P

tugas membantu Sekretaris Da

penyusunan

pelaksanaan

kebijakan

kebijakan

pelaksanaan kebijakan

administrasi pembangunan,

serta sumber daya alam.

(2)Asisten Perekonomran

malaksanakan tugas se

menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusu

bidang perekonomian,

pengadaan barang dan jasa

b. pengoordinasian pelak

di bidang perekonomian,

pengadaan barang dan jasa

tugas

daerah dan

tugas yang diberikan dapat

sanaan tugas kepada

Kerjasama sesuai

ur yang berlaku agar tidak

tugas;

bawahan di lingkungal

membandingkan antara

tugas-tugas yang telah

laporan kegiatan dan

akan datang; dan

diberikan oleh pimpinan

pat

Pembangunan

bangu nan mclaksanakan

rah dalam pengoordinasian

aerah, pengoordinasian

t daerah, penyusunan

tauan dan evaluasi

di bidang perekonomian,

ngadaan barang dan jasa

Pembangunan dalam

a dimaksud pada ayat (1),

an kebijakan daerah di

ministrasi pembangunan,

serta sumber daya alam;

tugas Perangliat Dacrah

dministrasi pembangunan,

<.,.

serta sumber daya alam;

//



c. peni'usunan kcbijakan

administrasi pembangunan,

serta sumber daya alam;

d. pemantauan dan

daerah di bidang

pembangunan, pengadaan

sumber daya alam;

e. pemantauan dan eval

daerah terkait pencapaian

yang tidak diinginkan, dan

pencapaian tujuan ke

administrasi pembangunan,

serta sumber daya alam;

f. pendistribusian tugas

Asisten Perekonomian

dengan tugas dan tanggung

tugas yang diberikan dapat

g. pemberian petunjuk

bawahan di lingkungan

Pembangunan sesuai

yang berlaku agar tidak

pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan evaluasi

Asisten Perekonomian dan

membandingkan antara

tugas-tugas yang telah

laporan kegiatan dan

akan datang; dan

i. pelaksanaan fungsi lain

yang sesuai dengan

Paragraf

rJcltsrcLrr

Pasal 1

(1) Bagian Perekonomian mem

pengoordinasian perumu

l: 1^:l^-^ -^-^1-^-^*:^-LIr Ur\rd,-rt5 PEr E.t\\Jrr\Jltr.rd,ll-.

barang dan jasa

pelaksanaan kebijakan

, administrasi

barang dan jasa serta

-^r^l-^^-^^- 1.^1^i;^l-^-
P\-rd.Aif,aLlrctcLlr l\EUrJct^d,ri

uan kebijakan, dampak

yang mempengaruhi

di bidang perekonomian,

barang dan jasa

bawahan di lingkungan
T)^*L^- ^^^,,^;r UrllrJcLlr6l.rrl(alr tScsllcLl

b yang ditetapkan agar

efektif dan efisien;

tugas kepada

Perekonomian dan

peraturan dan prosedur

terjadi kesalahan dalam

bawahan di lingkungan

bangunan dengan cara

operasional dengan

sebagai bahan

kinerja di masa yang

r:r^^;1-^- ^1^1^ *'oiDcrlKan oicn pimpinan

tugas melaksanakan
1-^1^::^1-^- r^^*^Ll\9urjctl\d,rl Lta.ul alr,
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pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,

pemantauan dan evaluasi p

bidang pembinaan BUMD

aan kebijakan daerah di

BLUD, pengendalian dan

distribusi perekonomian dan

ekonomi mikro kecil.

ncanaan dan pengawasan

(2) Bagian Perekonomian d meiaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada

fungsi:

at (l ), menyelenggarakan

a. penyusunan bahan koordi perumusan kebijakan

daerah di bidang pemb BUMD dan

pengendalian dan distri si perekonomian

perencanaan dan pengaw ekonomi mikro kecil;

b. penyusunan bahan koo si pelaksanaan tugas

perangkat daerah di b g pembinaan BUMD dan

distribusi perekonomian,

perencanaan dan pengaw ekonomi mikro kecil;

inasi penyiapan bahan

pelaksanaan kebijakan

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak

yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi

pencapaian tujuan kebij di bidang pembinaan

pemantauan dan eval

BUMD dan BLUD,

perekonomian, dan

ekonomi mikro kecil;

BLUD,

dan

ndalian dan distribusr

Perekonomian sesuai

pere canaan dan pengawasan

d. pendistribusian tugas k

Bagian Perekonomian

bawahan di lingkungan

uai dengan tugas dan

tanggung jawab yang di pkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan e f dan efrsien;

e. pemberian petunjuk pe

bawahan di lingkungan B

tugas kepada

dengan peraturan dan Pro ur yang berlaku agar tidak

terjadi kesalahan dalam pe tugas;

f. pelaksanaan evaluasi tu bawahan di lingkungan

Bagian Perekonomian de cara membandingkan

antara rencana operaslon dengan tugas-tugas yang

ahan laporan kegiatan dantelah dilaksanakan sebagai

perbaikan kineq'a di masa g akan datang; dan

BLUD, pengendalian dan

c. penyusunan bahan

/'-"0
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I. pelaksanaan fungsi lain

yang sesuai dengan

D^-:^- A,{*:-.:^+-^^:uclSrcLr r n(llr.r.rr. rrD Ll cLsl

(1) Bagian Administrasi Pem

melaksanakan pen5riapan

kebijakan daerah,

Perangkat Daerah, pemanta

kebijakan daerah di

pengendalian program dan

(21 Bagian Administrasi

tugas sebagaimana

meni'elenggarakan fungsi

a. penyusunan bahan

daerah di bidang

program dan evaluasi dan

b. penyusunan bahan

perangkat daerah di

pengendalian program dan

c. penyusunan bahan

evaluasi pelaksanaan

pencapaian tujuan

diinginkan, dan faktor

tujuan kebijakan di

pengendalian program dan

d. pendistribusian tugas

Bagian Administrasi

dan tanggung jawab yang

diberikan dapat beg'alan

e. pemberian

bawahan

Pembangunan sesuai

yang berlaku agar

pelaksanaan tugas;

di

Paragraf

Pasal 1

l:1-^-j1-^- ^I^1^ -;*-i-^-iJr lJEl rr\d,rl \Jrull Prrrry[rclrr

1-^--..^^-
. ucu.rBLrrrclrl

nan mempunyai tugas

lJsr (rrrrLlr>ail'

pelaksanaan tugas

dan evaluasi pelaksanaan

penyusunall program,

dan pelaporan.

dalam melaksanakan

pada ayat (1),

perumusan kebijakan

prograrn, pengendalian

pelaksanaan tugas

penyusunan program,

uasi dan pelaporan;

pemantauan dan

bijakan daerah terkait

, dampak yang tidak

mempengaruhi pencapaian

penyusunan program,

uasi dan pelaporan;

bawahan di lingkungan

sesuai dengan tugas

tetapkan agar tugas yang

dan efisien;

tugas kepada

Bagian Administrasi

peraturan dan prosedur

tedadi kesalahan dalam

petunjuk

rl 20



f -^1^1- ^,,^L, ^ ^.:l. PcrclAscurd.cLrr svdr.-tLlo.Dl

Bagian Administrasi

membandingkan antara

tugas-tugas yang telah

laporan kegiatan dan per

akan datang; dan

g. pelaksanaan fungsi lain

^^^,,^: l^*^^-
J ar,l.rts, Dgi5UraJ. uElrS,CLlr

Bagian Pengadaan

(1) Bagian Pengadaan Barang

melaksanakan penyiapan

pengoordinasian perum

pengoordinasian pelaksanaan

pelaksanaan pemantauan

pengelolaan pengadaan

layanan pengadaan secara

advokasi pengadaan barang

i2j Bagian Pengadaan Ba-rang

tugas sebagaimana

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan

daerah di bidang

jasa, pengelolaan layanan

pembinaan dan advokasi

b. penyusunan bahan

daerah di bidang

jasa, pengelolaan layanan

pembinaan dan advokasi

c. penyusunan bahan

perangkat daerah di

barang dan jasa,

secara elektronik,

barang dan jasa;

Paragraf

Pasal 1

L^,.,^1^^- ,.Ii 1.:-^1.,,-^^-ucLwd.rrcLrr Ltr rilr5,r\Lrrr6,arr

dengan cara

operasional dengan

sebagai bahan

kineda di masa yang

diberikan oleh pimpinan

dan Jasa

Jasa mempunyai tugas

kehiielran rlaerah

kebijakan daerah,

tugas perangkat daerah,

evaluasi di bidang

dan jasa, pengelolaan

pembinaan dan

Jasa.
r^^^ l^1^* *^1^1-^^-^I.^-

U ar.isar. LrdiajlL rrrErcLl.lrS6tl lC[l\CLl I

pada ayat (1),

perumusan kebijakan

pengadaan barang dan

secara elektronik,

barang dan jasa;
1-^L;.i^1-^-

PUr Llrrrrll5crrr r\gr.rrJd..t\cl'rr

pengadaan barang dan

secara elektronik,

barang dan jasa;

pelaksanaan tugas

pengelolaan pengadaan

layanan pengadaan

dan advokasi pcngadaan

n/ 2l



A t ^L^*Ll. l,UrrJ iisLlrrd,l'r lJcl.lld-rr

evaluasi pelaksanaan

pengelolaan pengadaan

layanan pengadaan secara

advokasi pengadaan barang

e. pendistribusian tugas

Bagian Pengadaan Barang

tugas dan tanggung 3awab

yang diberikan dapat berj

f. pemberian petunjuk

bawahan di lingkungan

dan Jasa sesuai dengan

yang berlaku agar tidak

pelaksanaan tugas;
*^I^1-^^-^^- ^.,^1,,^^i5. P(-rdthscLrr(1c[rr cviluarr

Bagian Pengadaan Barang

membandingkan antara

tugas-tugas yang telah

laporan kegiatan dan

akan datang; dan

h. pelaksanaan fungsi lain

yang sesuai dengan

Paragraf

Bagian Sumber

D^^^1 11 CLSCLT r

(1) Bagian Sumber Daya

melaksanakan penyiapan

kebijakan daerah,

perangkat daerah, dan

pelaksanaan kebijakan daerah

pertanian, kehutanan, kelau

day'a alam pertambangan

sumber daya alam energi dan

.^^.*^c+^rr^6 A^^
PE1l1a2,rrLCttl4rr LICLIT

akan daerah terkait

dan jasa, pengelolaan

pembinaan dan

Jasa;

bawahan di lingkungan

dan Jasa sesuai dengan
l:+^+^-1-^ 4r , aa a\rrLELCr-lJACtrr A,6dLr LLrS)CLS

efektif dan efisien;

tugas kepada

Pengadaan Barang

peraturan dan prosedur

terjadi kesalahan dalam

r^^--,^L^* r.i 1:-^1..,-^^-lJctvvcLlr.(1.rr \lr rrrrts:\rrrrS,cl'rl

dan Jasa dengan cara

operasional dengan

sebagai bahan

kinerja di masa yang

diberikan oleh pimpinan

Alam

mempunyai tugas

perumusan

pelaksanaan tugas

tauan dan evaluasi

bidang sumber daya alam

dan perikanan, sumber
1:-^1-, L;.l,,- .la*iiiiBii,LliIEar,rr rrlL.rLrlJ, rrctrl

oa
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i2j Bagian Sumber Daya Alam

sebagaimana dimaksud pada

fungsi:

a. penyusunan bahan

daerah di bidang sum

kehutanan, kelautan dan

pertambangan dan

^r^* ^-^-; ,{^- ^.i-.d.lctrrr urrEr tsrr (lclrr a2.rl ,

b. penyusunan bahan

perangkat daerah di

pertanian, kehutanan,

daya alam pertambangan

sumber daya alam energi

c. penyusunan bahan

pemantauan dan

daerah terkait pencapaian

yang tidak diinginkan, dan

pencapaian tujuan kebij

alam pertanian, kehu

sumber daya alam

hidup, dan sumber daya

d. pendistribusian tugas

Bagian Sumber Daya

tanggung jawab yang

diberikan dapat berjalan

e. pemberian petunjuk

bawahan di lingkungan

sesuai dengan peraturan

agar tidak terjadi

f. pelaksanaan evaluasi

Bagian Sumber

membandingkan antara

tugas-tugas yang telah

laporan kegiatan dan

akan datang; dan

g. pelaksanaan fungsi lain

yang sesuai dengan

*^l^1-^^-^1-^- rrraaarrrLra.r\frcLlldl,I\ctl.l. Lu6a.s

t (1), menyelenggarakan

perumusan kebijakan

daya alam pertanian,

sumber daya alam

hidup, dan sumber daya

pelaksanaan tugas

sumber daya alam

tan dan perikanan, sumber

lingkungan hidup dan

air;

penyiapan bahan

-^1^1-^^-^^- 1-^1^::^l-^-
Pgla1r\D4rrcLcur r\r-l.,rJd,^d,rr

tujuan kebdakan, dampak

faktor yang mempengaruhi

di bidang sumber daya

kelautan dan perikanan,

dan lingkungan

energi dan air;
L^--,^L^- l.: t;-^l-,,lJcLwd.rrcLrr trr rrrrtsI\(,.rr5)cLrr

sesuai dengan tugas dan

pkan agar tugas yang

dan efisien;

tugas kepada

Sumber Daya Alam

prosedur yang berlaku

dalam pelaksanaan tugas;

bawahan di lingkungan

Alam dengan cara

operasional dengan

sebagai bahan

kinerja di masa yang

diberikan oleh pimpinan

I 1,/
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D^ -:^-L)A.E,LAJL

Asisten

Pasal 1

/1\ A^:^+^- Al*.:-;^+-^^; TT*,,*(i, ffs1OLEII. al'tlll.rrll.l'rsLlcLsI. \r1llLItI't

Sekretaris Daerah dalam

pelaksanaan kebijakan,

tugas perangkat daerah dan

pelaksanaan kebdakan daerah

protokol dan komunikasi pim

keuangan.

{21 Asisten Administrasi Umum

sebagaimana dimaksud pada

fungsi:

Umum

tugas membantu

kebijakan daerah,

pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi

bidang umum, organisasi,

serta perencanaan dan

dan evaluasi di

*^I^t-^^-^l-^- +rr^^^lLlcLlctr\Dclr.rd,r\d,rl LLrSd.s

at (1), menyelenggarakan

a. penyusunan kebijakan di bidang organisasi;

b. pelaksanaan kebijakan di

komunikasi pimpinan dan

umum, protokol dan

dan keuangan;

c. pengoordinasian tugas perangkat daerah

di bidang organisasi;

d. penyiapan pelaksanaan

bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi

pimpinan, dan dan keuangan;

e. pemantauan dan eval pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang

f. penyiapan pelaksanaan administrasi dan

ASIJ pada instansi daerah;

g. pendistribusian tugas bawahan di lingkungan

Asisten Administrasi U

tanggung jawab yang

sesuai dengan tugas dan

pkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan

h. pemberian petunjuk

dan elisien;

tugas kepada

bawahan di lingkungan

sesuai dengan peraturan

Administrasi Umum

prosedur yang berlaku

agar tidak te{adi dalam pelaksanaan tugas;

i. pelaksanaan evaluasi bawahan di lingkungan

Asisten Administrasi

membandingkan antara

Umum dengan cara

operasional dengan

r/ a/ 24



+rraaa *rraaa +alntrrLLTSCL*'- LLrScr-D J arrts, LsrCLrr

laporan kegiatan dan

akan datang; dan

j. pelaksanaan fungsi lain

yang sesuai dengan tugasn

(1) Bagian Umum mempunyai

-^r^1-^^*^^- 1-^1-;:^t-^* ,{^-
P(;rcll\odlrr(Lcr.r1 r\gurJcl'rl.ct-rr LlcLrr

bidang tata usaha pimpinan,

perlengkapan dan rumah

(21 Bagian Umum dalam

dimaksud pada ayat (1),

a. penyusunan bahan

di bidang tata usaha
r.^-^^^-..^:^- .^^-I^-^1.^-^-AEystsd, vv clrcl.rr, P(,r rsrr6,Acr,Pclr.l

b. penyusunan bahan

pelaksanaan kebijakan

pimpinan, staf ahli dan

dan rumah tangga;

c. penyusunan bahan

pelaksanaan pemantauan
+^+^ ,, ^^1^^ -:-*i*^*Lar.Lar, ilDcrrrd, PrrrrPrrrd,rr, I'

perlengkapan dan rumah

d. pendistribusian tugas

Bagian Umum sesuai

yang ditetapkan agar

berjalan efektif dan efisien;

e. pemberian petunjuk

bawahan di lingkungan

peraturan dan prosedur

kesalahan dalam

f. pelaksanaan evaluasi

Bagian Umum dengan

Paragraf

Recrion I I

Pasal 1

^^L^^^:1^^L^-sErrd.tscr.r rJct.Ircl-tr

kinerja di masa yang

diberikan oleh pimpinan

melaksanakan penyiapan
*a.a* I^* ^.,^1,,^^; ,{;Laa-Llil-t Llar (- v cr-rt..last \rr

ahli dan kepegawaian,

tugas sebagaimana

fungsi

pelaksanaan kebijakan

, staf ahli dan

-,*^L 
+^6^^^.r (rltrcul Ld.lrEtsd,,

penyiapan bahan

bidang tata usaha

, perlengkapan

dan

penyiapan bahan

evaluasi di bidang
l^- 1-^*^^^--.^-;^-\lcl.r.r r\r.-Pr-6dr, vv carclrl,^Lr.;dLllll

bawahan di lingkungan

tugas dan tanggung jawab

yang diberikan dapat

tugas kepada

Umum sesuai dengan

berlaku agar tidak terjadi

tugas;

bawahan di lingkungan

membandingkan antara

/
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^-^-^^:^-^1 A
i. grlLclrrd, \JP(,r d,Drurrar u

dilaksanakan sebagai

perbaikan kinerja di masa

g. pelaksanaa:r fungsi lain

yang sesuai dengan tugasn

Raoian

(1) Bagian Organisasi mempu

-^--.:^*^ 1.^1-;:
PEiryrai.Pd.r1 PUr rrl.rrL{r>d,l j. 

^ErrrJ

perumusan kebijakan

pelaksanaan tugas perangkat

evaluasi pelaksanaan ke

kelembagaan dan analisis

tata laksana, dan kinerja dan

l2l Bagian Organisasi

sebagaimana dimaksud pada

fungsi:

a. penyusunan bahan

daerah di bidang kelem

pelayanan publik dan

reformasi birokrasi;

b. penyusunan bahan

daerah di bidang kelem

pelayanan publik dan ta

reformasi birokrasi;

c. penyusunan bahan

perangkat daerah di
jabatan, pelayanan pu

kinerja dan reformasi

d. penyusunan bahan

evaluasi pelaksanaan ke

kelembagaan dan analisis

dan tata laksana serta

I

Paragraf

Pasal 1

+,,^^^ r,.^aa +^l^LLtr$d.is- LLrE)GLJ J d.lr$, LEICLII

laporan kegiatan dan

akan datang; dan

diberikan oleh pimpinan

sa sl

tugas melaksanakan
r^^-^1^ ^^*^^^-,{j-^^.i^-tlla9r d'rl, PUrr6\JtJl ullla.srd-rl

pengoordinasian

daerah, pemantauan dan

daerah di bidang

, pelayanan publik dan

birokrasi.

melaksanakan tugas
I1\ *^--,^1^*^^^*^l-^-
( rr, r.uLrrJ(-rsrrS,Eclr ar\d.rr

perumusan kebijakan

dan analisis jabatan,

laksana serta kinerja dan

perumusan kebijakan
l^.^ ^-^1:^i^ i^L,^+^*(lar.tj. aa..ard,Ial>rrJ JctUcLLcLrr,

laksana serta kinerja dan

pelaksanaan tugas

kelembagaan dan analisis

dan tata laksana serta

pemantauan dan

akan daerah di bidang

jabatan, pelayanan publik

a dan reformasi birokrasi;

I d-/ 26



pendistribusian tugas ke

Bagian Organisasi sesuai

jawab yang ditetapkan agar

berjalan efektif dan efisien;

f. pemberian petunjuk p

bawahan di lingkungan

dengan peraturan dan pro

terjadi kesalahan dalam pe

Bagian Organisasi dengan

rencana operasional de

dilaksanakan sebagai

perbaikan kine{a di masa y

h. pelaksanaan fungsi lain

yang sesuai dengan tugasn

Bagian Protokol dan Ko

(l) Bagian Protokol dan Komun

tugas melaksanakan penyia

pengoordinasian pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi pe

bidang protokol, komunikasi p

(2) Bagian Protokol dan Kom

melaksanakan tugas sebagai

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan bahan koo

di bidang protokol,

dokumentasi;

b. penyusunan bahan

perangkat daerah di

pimpinan dan dokumentasi

c. penyusunan bahan koo

evaluasi pelaksanaan kebij

komunikasi pimpinan, dan

Paragraf

D^^^l o

bawahan di lingkungan

ngan tugas dan tanggung

tugas yang diberikan dapat

tugas kepada

agian Organisasi sesuai

ur yang berlaku agar tidak

sanaan tugas;

bawahan di lingkungan

a membandingkan antara

tugas-tugas yang telah

laporan kegiatan dan

akan datang; dan

g diberikan oleh pimpinan

Pimpinan

Pimpinan mempunyai

tugas perangkat daerah,

kebijakan daerah di

pinan, dan dokumentasi.

nikasi Pimpinan dalam

dimaksud pada ayat (1),

pelaksanaan kebijakan

unikasi pimpinan dan

inasi pelaksanaan tugas

protokol, komunikasi

inasi pemantauan dan

daerah terkait protokol,

4/

okumentasi;
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g. pelaksanaan evaluasi

pelaksanaan kebijakan,

q/
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d. pendistribusian tugas

Bagian Protokol dan

e

dengan tugas dan tanggung

tugas yang diberikan dapat

pemberian

bawahan di

Komunikasi Pimpinan

prosedui' i-ang bcrlaku

dalam pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan evaluasi

Bagian Protokol dan Kom

membandingkan arfi.ara

tugas-tugas yang telah

laporan kegiatan dan per

^1-^- l^+^-^.,{^-aa.i\dllr \rcLLcLrrE, trcLrr

g. pelaksanaan fungsi lain

yang sesuai dengan

(1) Bagian Protokol dan

Subbagian Protokol.

(2) Subbagian Protokol se

mempunyai tugas

bahan keprotokolan

perundang-undangan.

(3) Subbagian Protokol

sebagaimana dimaksud pada

fungsi:

a. perencanaan kegiatan

Protokol berdasarkan

b. pelaksanaan fasilitasi

penyambutan tamu

^ -^1 ^l - f^ ^.:1;+^ ^iu. liuralt\sdLrrdd,rr rctslllLdl.ol

dan/atau fasilitasi

d. pelaksanaan fasilitasi

dan jadwal kegiatan W

petunjuk

I

aan tugas kepada

Bagian Protokol dan

dengan peraturan dan
+.:l^l- +^-:^1.: l-^^^l^l^^-LlLtd.t\ L\- rJ cl\rr A(i sct l cLL -l clJ I

bawahan di lingkungan

Pimpinan dengan cara

operasional dengan

sebagai bahan

kineq'a di masa yang

diberikan oleh pimpinan

D^^^1 r,I atsctl z.

Kom Pimpinan memiliki

dimaksud pada ayat (1)

fasilitasi dan penyiapan

kan ketentuan peraturan

*^l^l-^^-^1.^* rrraaallrulcll\ocLllcL-t\d,I1 LlItsd.D

(2), menyelenggarakan

kerja Subbagian

perundang-undangan;

protokoler dalam rangka

Kota Pekanbaru;
1^^L^- r.^^*.1;-^^;

Pd.rl lrd,l1d.rr. I\\J(JI'tllrld-sr

pan bahan informasi acara

l^^-.,^L^- ,{; I;-^l-,,Lrcl-vvcLllcllr Llr urrErI\LlrISrdLrr

unikasi Pimpinan sesuai

awab yang ditetapkan agar

efektif dan efisien;

F d/

dan Wakil Walikota;

2B

,



pclaksanaan fasilitasi

kegiatan Pemerintah Kota

f. pelaksanaan fasilitasi dan

kegiatan Walikota dan W

g. pendistribusian tugas kep

Subbagian Protokol sesuai

jawab yang ditetapkan agar

bcrjalan efektif dan efisien;

h. pemberian petunjuk pe

bawahan di lingkungan

dengan peraturan dan pro

terjadi kesalahan daiam

pelaksanaan evaluasi tu

Subbagian Protokol d
antara rencana operasi

telah dilaksanakan sebagai

perbaikan kineq'a di masa

pelaksanaan fungsi lain y

yang sesuai dengan tuga

E)^;^* D^-^-^^-^^-ua,5ra,rr r qr \, r rL cLr la,cLr r

(1) Bagian Perencanaan dan

mclaksanakan penyiapan

kebijakan daerah, pengoord

perangkat daerah dan

pelaksanaan kebijakan dae

keuangan dan pelaporan.

(2) Bagian Perencanaan dan Ke

tugas sebagaimana d

menyelenggarakan fungsr:

a. penyusunan bahan koo

daerah di

pelaporan;

J

informasi jadwal dan

kanbaru;

koordinasi serta fasilitasi

Walikota;

a bawahan di lingkungan

engan tugas dan tanggung

naan tugas kepada

ubbagian Protokol sesuai

ur yang berlaku agar tidak

tugas;

bawahan di lingkungan

cara membandingkan

dengan tugas-tugas yang

an laporan kegiatan dan

g akan datang; dan

diberikan oleh pimpinan

4

angan mempunyai tugas

goordinasian perumusan

pelaksanaal tugas

antauan dan evaluasi

Pasal 2

bidang pe

dalam melaksanakan

pada ayat (1),ud

asi perumusan kebijakan

canaan, keuangan dan

r <_/ 29

tugas yang diberikan dapat

Paragraf

I(euangan

di bidang perencanaan,



1- 1-^1-^-u. puriJ lias(lltaa,rr lrdrrld,lr

perangkat daerah di

dan pelaporan;

c. penyusunan bahan

pemantauan dan

daerah terkait pencapaian

yang tidak diinginkan, dan
*^.^^^^^:^- +.,.:.,^* l.^l-;i
lJUIiUaaPCLrd.rr LLrJ ud.rr r\EUrJ

keuangan dan pelaporan;

d. pendistribusian tugas

Bagian Perencanaan dan

tugas dan tanggung jawab

yang diberikan dapat bed

e. pemberian petunjuk
1-^--.^L^* l.: 1;-^1 -,,*^^-lJa,'vv aa-rro.rr \,tl urrBr\L rrtsd.rr

Keuangan sesuai dengan

yang berlaku agar tidak

pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan evaluasi

Bagian Perencanaan

membandingkan antara
r,,aaa +rr^^^ +^l^LLLrEar,-- Li-rSd.s J dJl5 L(rlcLil

laporan kegiatan dan per

akan datang; dan

g. pelaksanaan fungsi lain

yang sesuai dengan

(1) Bagian Pei'encanaan dan

Keuangan.

(2) Subbagian Keuangan se

mempunyai tugas

program keda urusan

peraturan perundang-

(3) Subbagian Keuangan

sebagaimana dimaksud pada

fungsi:

Pasal 2

*^t^1-^^-^^- +i,-^^
P(-TCLT\DCLrd.d,rr LLrS,as

perencanaan, keuangan

penyiapan bahan

pelaksanaan kebijakan

tujuan kebijakan, dampak

faktor yang mempengaruhi
l: 1^;l^-^\ll rJrl.rcLrrB IJglErl\-d.rrcLd.rr,

bawahan di lingkungan

Keuangan sesuai dengan

ang ditetapkan agar tugas

efektif dan efisien;

tugas kepada
n^-.:^- T)^-^-^^-^^- J^-l)cl.Bl'dl. .l' r ul ull\-qllclcLrr \.lcrrt

peraturan dan prosedur

terjadi kesalahan dalam

bawahan di lingkungan

Keuangan dengan cara

operasional dengan

^^1^^^^.: L^L^-5l; ucttsrdr rJ6l,lrcr.tr

kinerja di masa yang

diberikan oleh pimpinan

*^*.:tit-; c,,1-1^^^j^-rrrcrlulr-t\l \.) u uud,Srd.rr

dimaksud pada ayat (1)

fasilitasi dan penyiapan

berdasarkan ketentuan

melaksanakan tugas
/o\ *^--,^l^-^*^-^1,^^
Izr, rrrcrrJ arurr55d.-r ct.t\ctlr

I*
30



ct.. PLl UrrUCLlrdd.rl

Keuangan

undangan;

b. pelaksanaan

Sekretariat Daerah;

pelaksanaan fasilitasi

Daerah pada Sekretariat
A *^1^1.^^-^^- f^^i1;+^^.iLl, Purar,Iiscl,lrd,cLrt rctsrlrLd'Dt

keuangan dan anggaran

Daerah;

pelaksanaan fasilitasi

lingkungan Sekretariat

f. pelaksanaanfasilitasi

g. pendistribusian tugas
A"L1-^^;^- TZ^"n*ran\f ir iJ lJar,E-raa.rr r\(, lrctrrSctr r

tanggung jawab yang di

diberikan dapat berjalan

h. pemberian petunjuk

bawahan di lingkungan S

dengan peraturan dan

terjadi kesalahan dalam

i. pelaksanaan cvaluasi

Subbagian Keuangan

antara rencana

telah dilaksanakan sebagai

perbaikan kinerja di masa

j. pelaksanaan fungsi lain

yang sesuai dengan

Kelompok J

/1\ T.z^1^*-^1- T^1^^+^6
( i, -trcrrJrrly\Jr\ rJ d.rJcLllLll

melakukan kegiatan se

fungsional masing-masing

peraturan perundang-

c

e

1-^^.1^ +^ .^l\uErctLd-rr

berdasarkan

fasilitasi

D^-.:^-lJcl"E,rcrrl

Pasal

I -^-: ^
^(;.r.JCL

a.,L1-^^:^.^\) Lr r., Ud.Erd.rr

perundang-peraturan

sahaan keuangan

tausahaan Barang Milik

-^*^^1^l^^- ^l*.:"^.:^+-^^;Pgrr6(;rLrrd,dLr I d.LrllrrrlrsLl arSl

dilingkungan Sekretariat

pembinaan anggaran di

pengendalian intern;

bawahan di lingkungan
,, ^: l^- ^^- 4rr *a a J 

^-tla1l. \rulrBcrrr LLTEGLD Llair

agar tugas yang

dan efisien;

tugas kepada

bbagian Keuangan sesuai

ur yang berlaku agar tidak

tugas;
l^^--.^1.- ^- l.i l;- ^1.,iJar,wai.lrar,rr \lr r.tr16ALrrrSa].i

cara membandingkan

dengan tugas-tugas yang

laporan kegiatan dan

akan datang; dan

diberikan oleh pimpinan

Fungsional

*^*-,.--.^: +rra^^rrrLrrrPLrrrJa.r LLlE,d-s

dengan bidang tenaga

berdasarkan ketentuan

a
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/o\T/^1^*-^1- T^l-^+^-(.a, rrLl\/11rPt-rA (J cLUaLall

dalam Pasal 3 ayat (1) huru

angka 3.1, angka 4.1, huruf
angka 3.1,, angka 4.1, dan h

angka 3.2, angka 4.2,

fungsional yang terbagi

fungsional sesuai dengan

dipimpin oleh seorang Sub-

bawah dan bertanggungjawab

masing-masing pengelompokan

(3) Sub-koordinator sebagaimana

melaksanakan tugas mem

penyusunan rencana,

pemantauan dan evaluasi,

keLompok jabatan

pengelompokan uraian fungsi.

(a) Sub-koordinator sebagaimana

ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat

usulan pejabat yang

(5) Nomenklatur, Uraian tugas

sebagaimana dimaksud

tcrcantum dalam lampiran II

terpisahkan dari peraturan

(L) Dalam melaksanakan tugasn

Sekretariat Daerah wajib

integrasi dan sinkronisasi

horizontal baik ke dalam mau

dalam lingkungan pemerintah

sesuai dengan tugasnya

(2) Setiap pimpinan wajib

masing-masing dan apabila

mengambil langkah yang

BAB IV

TATA A

Pasal 2

/

^^1-^*^.:*^-^ Ji-^1-^,,JDg ud.5)d.rr rr d.I.lcl, rlrrrr(1.t\s Ll (r

c angka 1.1, angka 2.1,

d angka 1 . 1, angka 2.1 ,

e angka 1.1, angka 2.1,

atas sejumlah tenaga

kelompok jabatan

ang keahliannya dan

-l:-^+^* 1-^*^.I^ .l;I Ltllrd.L\rr J d,rr6 lJCr cltld. Llr

Kepala Bagian pada

uraian fungsi

dimaksud pada ayat (21

kepala bagian dalam

dan pengendalian,

pelaporan pada satu

-^,l^ -^^;*^ 
*^^;-^

P4Lrd, rrl'd"DurS-rrrcLDr[15

d pada ayat (2) dan

Pembina Kepegawaian atas

fungsi Sub-koordinator

ayat (3) dan ayat (4)

1^^^^: 1^^^;^- +:A^1.r.rai.Ea,'i ua.5,rcLrl J (1,rr5 LrLlcL^

ln1

setiap unsur di lingkungan

pkan prinsip koordinasi,

secara vertikal maupun

antar satuan organlsasl

daerah serta instansi lain

masing.

mengawasi bawahannya

adi peny-impangan agai'

perlukan sesuai dengan
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l-^+^-+rr 
^q 

6^r^+r !r^6
-t\(, LUrr LLtdur l.,(-r d,Lu r all ,,- l ^-^^-LIIrtrcl.l rECLlr.

jawab memimpin dan(3) Setiap pimpinan

mengoordinasikan bawahan memberikan pengarahan

serta petunjuk bagi tugas sesuai dengan

telah ditetapkan.uraian tugas dan uraian fungsi

(4) Pengarahan dan petunjuk se dimaksud pada

ayat (1) harus diikuti dan di tuhi oleh bawahan secara

l^^-+^-^^,,-^ ;^-,'^1^ ^^-+^ l.:1^uEr LcLrrSSLrrrS Jd.wcl'r, DEr LCL Llrra. 1^^-l-^1^ ^^^,,^;sLt-d-r d. lj\-l t\a.l(1 oLsLrcLr

dengan ketentuan peraturan ;undangan

(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan,

sebagai bahan untukwajib diolah dan

penyusunan laporan lebih lanj t dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahan

DAf) \/DlD V

PEMB

Pasal 2
C^^^1^ Lj^-'^ +i*1-',1JcEai'iai iij.a,.J,:r, J d.rl6 LllllrJt.lr

Peraturan Walikota dibebankan

Belanja Daerah, subsidi danl

Provinsi Riau dan Pemerintah

Lembaga lain yang sah dan sifatn

^l-:1^^+ ^^1^1-^^-^^.^ct.tuud.L lJgrcli\Dclrral.d.rr

Anggaran Pendapatan

bantuan Pemerintah

t serta bantuan dari

tidak mengikat.

Pada saat Peraturan W

Pejabat StrukturaL yang

Fungsional tetap melaksanakan

dengan pelantikan

BAB
IlE'TtL-\T'TTIAI\T
I\UIUII IVAII

Pasal

Jabatan

sampai

Fungsional dan ditetapkannya

Pci'aturan Walikota ini sesuar

Perundang-undangan.

I

LfA.l\TI r^lt

ini mulai berlaku,

disetarakan kc dalam

tugasnya

Pejabat

b-koordinator berdasarkan
1-^+^-+,,^- D^-^+"-^-Il(-LUtlLl.f,d,l'r r (-r a.Ll.lt cLlr

r,
a2



P AEIUI ID

KETENTUAN

Pasal

T)^l^ ^^^+ T)^-^*rr+na III^lil-^+^r aa,Llci sd.d,L r \,r aLLrr cl.ll YY cl-trr\(J LcL

Walikota Nomor 194 Tahun

Susunan Organisasi, Tugas

Sekretariat Daerah Kota Pekan
D^l,^-1-^-,, 'rl^L,,- r)r\r)n I\T^-^- 1r-ciiitiriJail a.f -. aalrL,Lll z\t/J\J lr(Jrrl\.rl I

tidak berlaku.

Pasal

Peraturan Walikota ini

diundangkan.

Agar setiap orang
*^*^,,-,{^ Darn#rr*an
P(;r1Surr\rd,rrtsd,rr I ul aLur ar

penempatannya dalam Berita

u^t

I
/

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 30 Desember 2O2l

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKA}{BARU,

MUHAMMAD J L

T];

pada

*,,1^: 1^^-1^l-,, If^*^+,,-^-llrL.ttd.l t LlrcLALl, I (-rclLLtlctrr

0 tentang Kedudukan,

Fungsi serta Tata Kerja

(Berita Daerah Kota
\ l:^^1^,,+ l^- l:--.^+^1-^-
,, \lrr.dtrru L rlcLr.l rrrrrJ a.Ld,r\6trr

berlaku pada tanggal

uinya, memerintahkan

^1:1-^+^ ;-,; A^^^^^cLllA\J LcL rlrr LrurrSc1rr

Kota Pekanbaru.

,:li Dol-onLrorr rua i uAuruql u

30 Desember 2O2l

PEKANBARU

/\
'-J

DT'\ATTQ
t\ IJ TA, L,' LJ

I r\Tr\r/[r\l) 1,4rlr 1l \rlYlvl\ I T 7

QAJ-T

BERITA DAERAH KOTA PEKA}{BARU TAHUIT{ 2



I]/t1>
IJ i ljJ

KETENTUAN

Pasal
Tf^l^ ^^^+ T)^-^+i!,^6 ur^l;l-^+^
-t a.\lct DcLd.L r \-ra.L\llclr.l Yv cl.lll\\JLd.

Walikota Nomor 194 Tahun

Susunan Organisasi, Tugas

Sekretariat Daerah Kota
n^l ,^*1^^-., 'T^L,,- r)rr.)n \T^-^- 1i r--t\cillual u I tuf uat z2\Jz\J IIu]'llui I

tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini

diundangkan.

Agar setiap orang
*^-^,.*,{^ I)a+^+,,r^*
PciiE,i-iiiLiir.lrEar,rr I cI' cl-Lll j. dl.tl

penempatannya dalam Berita

*,,1^i 1-^-l^1-,, fr^-^+,,-^-lll(lld.l UEI lcl,Atl, I ul aLtll dLtl

O2O tentang Kedudukan,

Fungsi serta Tata Kerja

(Berita Daerah Kota
\ ,.1.:^^1^,,+ l^- l:--.^+^7-^^
,, \-tr\r'd.Lru L \lanl. r.lll.r.J d.Ldtncr.rl

Pasal

m berlaku pada tanggal

uinya,

^ 1.i I -^+^(1rl-t\l. Lct-

Kota Pekanbaru

memerintahkan
:-: l^-^^-rl.rr \rg115,cur

r:li Dal.anhonr

30 Desember 2021

PEKANBARU,

IRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MUHAMMAD JAMIL

BERTTA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN

dengan

QT TQ A I\T'Fr\uri.r\Jl-f,rl r \-/,

pada

w

++ALLLI

+tA
L L(.t

N

NrP. 1974033 1200901 1002

ct-

1 NOMOR 149
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LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 149 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 DESEMBER2O2i

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU

WAKIL WALI KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKANBARU

KOORDINATOR DAN KELOMPOK
JABAIAN FUNGSIONAL

STAF AHLI
1. BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
2. BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
3. BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

ASISTEN ADMINISTRASI UMUMASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESFJAHTERAAN RAKYAT

DAN KEUANGAN

BAGIAN
PERENCANAANtsAGIAN SUMBDR

DAYA ALAM
BAGIAN
T,IMUM

BAGIAN
ORGANISASI

BAGIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI

PIMPINAN
BAGIAN

PEREKONOMIAN

BAGIAN
ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN BARANC DAN JASA

BAGIAN
PENGADAANBAGIAN TA'Ih

PEMERINTAHAN

BAOIAN
KESEJAHTORAAN

PAXVAT

RAGIAN
HUKUM

BAGIAN
KERJASAMA

S{JBBAGIAN
PROTOKOL

SUBBAGIAN
KEUANGAN

KF]I,OMPOK
.IAIIATAN

FIJNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK
.IABATAN

FUNGSIONAL

KEI,OMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK
JAI]ATAN

I.'UNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN

FTINGSIONAL

KELOMPOK
JABATAN

F'UNGSIONAL

KF'I,OMI}OK
JABATAN

FT-'NGSIONAi,

KELOMPOK
JAtsA'TAN

FUNCSIONAL

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

{-1949111616

F D
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I A I\/IDTD A I\T ITLntvll rl\nll Il

\T/'\l,fErI\TIlT A'TITTD 'TtTT/1 AQ T1 AI\T EaITI\T/'!QT aTTD T/,.\Oll\-/rrYrLltl\!/-al vl\t r \"rLlra\J unrr r'\Jrr\l\rr uvu r\v\-

JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT D

A. Sub-koordinator Administrasi Pemerintahan

Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Administrasi Pemerin

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

urusan Administrasi Pemerintahan

perundang-undangan.

2. Sub-koordinator Administrasi

sebagaimana dimaksud pada angka 1 men

a. perencanaan kegiatan program

berdasarkan peraturan perundang-

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

^ l*:-:^+-^^; .^^* ^;-+^L ^-.ai.iilj.l1ltj.ii Lt asr lJalrrvr rr.t LcLlld.l r,

c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

dibidang administrasi pemerintahan;

d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan

bidang kependudukan dan pencatatan

dalam negeri, ketenteraman, keterti

masyarakat;

^ *^l^l- f^-;l;+^^: La^-'r.a TlaaE, ijuiir,iifti,1rrar,ar.lr rclt rlrtd,r>l I ul Ltrrl r\\Jrll

f. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

kebijakan daerah bidang administrasi

g. pendistribusian tugas kepada

agar tugas yang diberikan dapat berjalan

h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas
Al*:-:^+-^^i I)^-^;-+^L^- ^^^'r^.iri(iiiiiiiisLi a15i .t Ciii.Ur rllLa.lld.lI '5Er]LlcLr

berlaku agar tidak te{adi kesalahan

i. pelaksanaan evaluasi tugas

Pemerintahan dengan cara mem

L
36

NOMOR

TANGG

\I/AI TTIr\'TA f)E\T1 AI\TEIADTT
YY nLllr\, 1n I ul\Jlltu^l\\,,

149 TAHUN 2021

30 DESEMBER 2O2I

A'N,.\D DAT\A T,ZEIT r\I\/[D/^TTZn I \-/a\ L I-},LJt-} l\lr!\-rrYrt \rtl

KOTA PEKANBARU

Bagian Tata Pemerintahan

mempunyai tugas membantu

dalam melaksanakan Sub
l.^+^-+,. ^- 6^e^+r r r^n
l\u LQrl LtldLLl PUr cL L Llr d,r r

dalam melaksanakan tugas

fungsi

Administrasi Pemerintahan

kebijakan daerah bidang

perumusan kebijakan daerah

pelaksanaan tugas di

kesatuan bangsa dan politik

umum dan perlindungan

D.:*-:-^* r\^^*^1^.r lrrrPrrJ'clr I uat-La.LL,

pemantauan dan evaluasi

tahan;

di lingkungan Administrasi

jawab yang ditetapkan

dan efisien;

bawahan di lingkungan

-^-^a,,-aa 
l^- 

--^^^,{"*Pgr aa,LLrrclll \ld.rl Pr \JsELrLrr Jatl6,

pelaksanaan tugas;

di lingkungan Administrasi

antara rencana operasional

Pemerintahan sesuai dengan tugas dan

I



J^-^^- #rraaa *rraaa +^1^tr-\rur.t5d,rr LLr5,cr.D- Lt-rtsd.o J d,rr6, LErcLr r

kegiatan dan perbaikan kineda di masa

j. pelaksanaan fungsi lain yang

dengan tugasnya.

B. Sub-koordinator Administrasi Kewilayahan

Sekretariat Daerah.
1 c,,tr- 1.^^-l:-^+^- A.l*i-:^+*^^: T/^..;1^-.^1^^-a. \JLlu-At/vl\ll'lra.Lul 1-l\llll.rllr5Lld,sl r\frvltra.-Y(1,l.la-ll

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat

urusan Administrasi Kewilayahan

perundang-undangan.

2. Sub-koordinator Administrasi Kewilayahan

sebagaimana dimaksud pada angka 1-, men

a. perencanaan kegiatan program ked
L^-J^^^-l-^* -^-^+ -^*,.-i^-^ ,,lJUi (ia2,ir6Lr r\d.rr lJrrr df LLlr d.rr P(-r Lrrr\rclrrS- Lr

b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi

penggabungan dan pemekaran wilayah

c. pelaksanaan fasilitasi dan

kecamatan, kelurahan serta nama lain

kecamatan;

d. pelaksanaan fasilitasi toponimi dan

^ -^1^1- f^^:1:+^^:e. pciaKsanaan rasliliasi pcnyiapan

kewilayahan;

f. pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan

kewenangan Walikota kepada Camat;

g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

kelurahan;

h. pemantauan dan evaluasi

^ l*:-:^l-^ ^: 1-^--,.:l ^.,^L ^-.aa(lrllir lrsLt a.')l la^(- vv ua.J d.rrcLf r,

i. pendistribusian tugas kepada

Kewilayahan sesuai dengan tugas dan

agar tugas yang diberikan dapat berjalan

j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Administrasi Kewilayahan sesuai

berlaku agar tidak terjadi kesalahan

4 //

2.7

^^1-^^^.: L^L^- 1^*^*^-Dsud.ts4r ud.lrcLrr rcrl,(,r d.rj.

akan datang; dan

oleh pimpinan yang sesuai

Bagian Tata Pemerintahan

-^*-,,--.^: 
irraaa *^*l-^.^+,.rrrurrrPurrJd.r LuE(l.|f, rlr.ulllr,rct.tlLL{

dalam melaksanakan Sub

ketentuan peraturan

dalam melaksanakan tugas

fungsi:

Administrasi Kewilayahan

pembentukan, penghapusan,

tan dan I atau kelurahan;

penegasan batas daerah,

/atau pemindahan ibukota

wilayah;
6^-^+^6^6 1.^'{^ .l^- .l^+^
P\-rrL LCLPCITT r\r.J\lu \lclrr \laLcl

kebijakan pelimpahan sebagian

kebijakan pengelolaan dana

kebijakan daerah bidang

di lingkungan Administrasi

jawab yang ditetapkan

dan efisien;

bawahan di lingkungan

peraturan dan prosedur yang

pelaksanaan tugas;



1- -^1 ^1-^^.^^^.^ ^.,^1,.^^: +rr^^^ 1-^---^L^-l\. pErct^ocLrred.lr uva.rLla,ol Lutsas Lrd-vYd.rtclll

Kewilayahan dengan cara mem

dengan tugas-tugas yang telah

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

1. pelaksanaan fungsi lain yang

dengan tugasnya.

/1 o,,1^ 1-^^-l-:-^+^- A+^-^-.i n^^-^L ^^J^ D^^:^-\/. lJiiiJ-AUI.I\rllrCLLtJl \-rL\JlI\JrrII lJGl,(;lcLIi PO-LrCt UGl"6rari

Daerah.

1. Sub-koordinator Otonomi Daerah mem

Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan

2. Sub-koordinator Otonomi Daerah dalam

dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan

a. pei"encanaan kegiatan prograin kc{a
peraturan perundang-undangan ;

b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

Pemerintahan Daerah (LPPD) ;

c. pelaksanaan fasilitasi menghimpun

Pemerintahan Daerah (ILPPD) ;

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

^1-^+ l^^-^L.
PEr CLrlBrrCLL Ll(191 d.ll,

e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi

dan pemberhentian Walikota dan Wakil

f. pelaksanaan fasilitasi pengusulan izir.

Walikota;

g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

(AMJ) Walikota;
L -^1^1.^^-^^- f^^.ili+^^: J^- l-^^-,{.i-^ciii. ljuiiaf\siiiiiiaali rar.sj.llili.ilr lldjr Aut-rtLlrllcLDr

Pemilihan Umum;

i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi

Antar Waktu pimpinan dan anggota le

j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

daerah;

fi 4/
2a
J(J

A: 1:-^1-,,-^^.^ A l*.:-:^+-^^:Lll ri-rrBI\urr6d.rr rr\Irrr.urlDLra1'lll

antara rencana operasional

sebagai bahan laporan

akan datang; dan

oleh pimpinan yang sesuai

,T^+^ D^*^-;-+^L^- Q^l--^+^-:^+l(a,Ld. I \-rllLllllL(1"Ir(ail u\-t\l t-LcLt ldtL

tugas membantu Bagian Tata

Sub urusan Otonomi

undangan.

tugas sebagaimana

+^*^*: T-\^^-^L L^-l^^^*t-^-Lulaurllr ua(.L CLLL L,El Lra.lJd.1 -t\d.11

Laporan Penyelenggaraan

Laporan Penyelenggaraan

Pelayanan Minimal (SPM)

pengusulan, pengangkatan

cuti Walikota dan Wakil

Laporan Akhir Masa Jabatan

-^-^:^-^- J^- *^1^1-^^-^^-
PLrDraP(2,rr Llctll l,grdl^5cltr.ctd,rr

administrasi Pergantian

bijakan daerah bidang otonomi



1- *^-l:^+-:1^,,^:^.^ #rrxaa 1-^*^l^ 1-^".^l^^-ii.. liuiiiiiiiLiiuilsla,'j.l LirE,a1.> i\uPd.ua rra.wa-llarl

sesuai dengan tugas dan tanggung j
yang diberikan dapat berjalan efektif dan

1. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Otonomi Daerah sesuai dengan

agar tidak terjadi kesalahan dalam

m. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan
l^-^^.^ *^*1^^-Ii-^1-^f nntarnLiuiiEalji uar.iai. lrlElrrrrdtrr\.Lrrr5r\a.rr d.rrLd.lcI.

tugas-tugas yang telah dilaksanakan se

perbaikan kinerja di masa yang akan da

n. pelaksanaan fungsi lain yang

dengan tugasnya.

D. Sub-koordinator Bina Mental Spiritual pada

o^1--^+^-:^+ T\^^*^L!]UI\I (- LCLI TA-L LJdELA.J.L.

1. Sub-koordinator Bina Mental Spiritual

Kesejahteraan Ralryat Sekretariat Daerah

Bina Mental Spiritual berdasarkan

undangan.

2. Sub-koordinator Bina Mental Spiritual

sebagaimana dimaksud pada angka 1,

1-^^i^4an --^@^"- 
1-^;^a. ijuiciiuaiiliLaiii i\uE,r(l.Lar.lt Pr\,Brclrrr ^'utJd.

ketentuan peraturan perund.ang-

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan data

sarana peribadatan, sarana

keagamaan;

c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

berhubungan dengan kegiatan

-^-l:l:l-^ .l^- *an.{i,{jl-tq
PL; I iiJiLi ii\iii i ii.E ai,urai. (j.ar.i r P(- r ru lu r.t\d I

d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

terkait dalam rangka pengembangan

peribadatan, sarana pendidikan agama

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

pelaksanaan di bidang kegiatan

pendidikzrn agarna dan pendidikan

I L/
2rI\))

l:--1-,,-^^* n+^*^*: T\^^-^Lrurlir\urr6cl.lr \-, L\Jrr(JrrlJ- L/d,Lr 6Llr

yang ditetapkan agar tugas

bawahan di lingkungan

dan prosedur yang berlaku

tugas;

lingkungan Otonomi Daerah

^-^-^^:^-^1 A^^^^^l\-l.lt-CtrICL (JPUTCLiJT\.rrrC[I tl(;rrtsrclrl

bahan laporan kegiatan dan

dan

oleh pimpinan yang sesuai

Bagian Kesejahteraan Ralryat

tugas membantu Bagian

melaksanakan Sub urusan

peraturan perundang-

dalam melaksanakan tugas

fungsi
I\/[^-+^ l Q.^;*i+'' ^l 1-^-.1^^^-l-^-lvlt;ltLdtt \JPtr rLLrd,r lJUr Lld.scLl Ila,rr

tentang kegiatan keagamaan,

agarna dan pendidikan

perumusan kebijakan yang

, sarana peribadatan, sarana

koordinasi dengan instansi

kegiatan keagamaan, sarana

pendidikan keagamaan;

penyusunan petunjuk

sarana peribadatan, sarana



f -^l^l- f^^:1:+^^.: -^-,':^-^-r. PLr(1 D6tr16ld,rr rcl'arlrrL6LDI Hsrry ra.lJa,rr

bantuan di bidang kegiatan

pendidikan agama dan pendidikan

g. pelaksanaan f,asilitasi penyiapan

melakukan perumusan kebijakan daerah

keagamaan;

h. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dan

-^*1^:-^^- 1^*L^^^ I-^^-^*^^-,{^-
Purrr Lrrr r(l.a.rr lgrrr lJd.Ed. l.r.Ed.tsd.rrr.6l.cLl r uilr

i. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan

lembaga keagamaan dan kerukunan uma

j. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

pertimbangan serta koordinasi kegia

program pembinaan umat beragama

keagamaan;
I- ^^l^1-^^-^^- f^^:l:+^^: l^- l-^^*,{i-^^,; 1i-li. Puftr,i\.i)a1rra1A'Il lai5lllLdlrs.L Llctll A\J(J]. t.l].tlcLDl IIII

rapat koordinasi di bidang keruku

kerjasama antar lembaga keagamaan;

1. pelaksanaan fasilitasi dan

kerukunan umat beragama dan aliran

keagamaan;

m. pelaksanaan fasilitasi dan
,,-a* l-^*^^^*^ l^- ^1:*^- l-.Umaf Oeragaiiia Llaii aiii a.ii i\Cpei'Caiiaan;

n. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan

forum kerukunan umat beragama dan

umat beragama dan aliran kepercayaan;

o. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi

dan konsultasi penanggulangan

kerukunan hidup antar umat beragama

p. pelaksanaan evaluasi kegiatan

kepercayaan;

q. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan

evaluasi kebijakan daerah bidang lem

r. pendistribusian tugas kepada ba

Spiritual sesuai dengan tugas dan

tugas yang diberikan dapat beq'alan

L </ AATU

*^-+:*L^ -^*1-^-:^-Prrr Lr.l.lrud,rrSd,lr PErrrl.,grlcLrr

sarana peribadatan, sarana

mengoordinasikan dan

lembaga dan kerukunan

bahan pedoman
,r-^4 1-^*^^^*^.Lltl,rd,L u(,r cL6d,rr1a.,

bangan kerjasama antar

beragama;

pengolahan data, saran,

dan penyusunan laporan

kerjasama antar lembaga

^^1-+^- ,{ ^* -^-+^ I -^*^+r)(-I\L\Jr \rcLrl Pgl LCrrrLl.d,rr/ rd,}Jd,L-

umat beragama dan serta

pelaksanaan kegiatan

kerjasama antar lembaga

kegiatan musyawarah antar

mengoordinasikan kegiatan

tasi kerukunan hidup antar

sosial kemasyarakatan

dini masalah dan kasus

aliran kepercayaan;
r,a^+ 1-^-^^^*^ ,{^- ^li-^-Ll rll(1L u\-r cLErdLlr j,ct Lrc[r r cl.rrr 6tr r

melakukan pemantauan dan

dan kerukunan keagamaan;

di lingkungan Bina Mental

jawab yang ditetapkan agar

dan efisien;



^ -^*1^^*:^- -^+.,-;,,1- -^1^l-^ +rt^^-l}. PgUrrrgrrd.rl Pr-LLlr{Lrl\ lJgrctl\icllld.cr,rl Lqtsd.D

Bina Mental Spiritual sesuai dengan

berlaku agar tidak te{adi kesalahan

t. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di

dengan cara membandingkan antara

tugas-tugas yang telah dilaksanakan se

perbaikan kine4'a di masa yang akan da

-^1^r.^^-^^- f.,*^^; l^i*(1. Pr;l4r\l>4rractrr rLlrrSl>r lcl,j.rl Jd-rr6,

dengan tugasnya

E. Sub-koordinator Kesejahteraan Sosial pada

Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Kesejahteraan Sosial

Bagian KesejahteraarL Rakyat Sekretariat
A,,L T/^^^.:^l^+^ Qncial\f(jii a,ii ljSar.ff l\Ur>EJctrrLUI 4ctll r)usld'I

perundang-undangan.

2. Sub-koordinator Kesejahteraan Sosial

sebagaimana dimaksud pada angka 1,

a. perencanaan kegiatan program kerja

peraturan perundang-undangan ;

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan
1-^l^::^1-^- -^*^;-+^L,{^^-^1- li hr'elonrii,c uijiiiiir.ii P(iiiiui iii irj.j. j. Lia2.ur aatr Lrr urLrdJrS

pemberdayaan perempuan, perlind

dan keluarga berencana;

c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

kebijakan pemerintah daerah di bidang

pemberdayaan perempuan, perlind

dan keluarga berencana;
I -^1^I-^^-^^- f^^:1.:+^^: n^f;G. peiai{sanaan iasiiiEasi peni'iapan

pelaporan pelaksanaan kebijakan

transmigrasi, kesehatan, pemberdayaarr

pengendalian pendudukdan keluarga

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

penyelenggaraan urusan pemerintahan

kesehatan, pemberdayaan perempuan,

-^-r,,r,,1- J^- l-^1,,^*^^ 1-^*^*^^-^.
PEI rLr i.rii Lr A LICLI l I\EI L,ld-r ts dL lJEr (;lll-Gll i4L,

men

t^^..,^1^^- .ti I.:-^1-,.lJcl,vldJlcl'lr Lrr r[r5ALrrtts)ctt r

dan prosedur yang

pelaksanaan tugas;

Bina Mental Spiritual

rencana operasional dengan

bahan laporan kegiatan dan

dan

^1^1^ -:*-:-^- ^^^",^:\,rlErr PurrPurdlrr -v 
d,rr6 i)EsLlar

Kesejahteraan Rakyat

punyai tugas membantu

Daerah dalam melaksanakan
l-^- 1-^+^-+,, ^- *n+a#rr+nal.r.€Lll AELETILLI.C[II Pgrd.Larrclrr

melaksanakan tugas

fungsi:

teraan Sosial berdasarkan

pengoordinasian perumusan
+-^-^*.1-^^.; l-^^^L^+^*, Lr clrlsltrrts)r d,or, ragsuriaLdLrr,

anak, pengendalian penduduk

pengoordinasian pelaksanaan

, transmigrasi, kesehatan,

anak, pengendalian penduduk

*^*:+^;- - ^r,^ 1,, ^ ^.: J ^-rttullrL\rlll16! EvaLrcl.sr L,Lcl.tr

tah daerah di bidang sosial,

, perlindungan anak,

pelayanan administrasi

bidang sosial, transmigrasi,

ungan anak, pengendalian

* 7/ 4l



f -^1^l- f^^:l:+^^.: *^-,,;^^^-t. yEla.r\Dcr.rrcr.crrr lcr'lJurLCLDr yt,rrJral,d.rr

program transmigrasi kepada masyarakat;

g. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

penempatan transmigrasi;

h. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan

serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;

i. melakukan seleksi dan pelatihan calon

j. pelaksanaan fb.silitasi pemberangka

transmigran dari daerah asal ke transito

transmigrasi;

k. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan

bantuan sosial kepada badan/lembaga,

dan individu atau keluarga;

1. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

^-.^1,,^^: -^1^1- L.:l-^l^.1 ^^ L.nn+r'a*u var.j, i-laT.sr PcTcL.t\!)cflraarl III lJd.II Llcl'rr uall Luall

Ormas, kelompok masyarakat dan individ

m. pendistribusian tugas kepada

Kesejahteraan Sosial sesuai dengan

ditetapkan agar tugas yang diberikan

n. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Sub Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai
l^^*1^I-" ^-^- +:,{^I- +^-ia.l" I-oo^1^L^-

J iii iE, UCi iii.i\ ii ai.Ear.i LlLri,'ii LU rJ d.ur r\L r5a.ld.l lcLl I

o. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan

Kesejahteraan Sosial dengan cara

operasional dengan tugas-tugas yang

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di

p. pelaksanaan fungsi lain yang di

dengan tugasnya.

F. Sub-koordinator l(escjahteraan l"{asyai'akat

Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Kesejahteraan Masyarakat

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat D

urusan Kesejahteraan Masyarakat

perundang-undangan.

*^-.-,,1,,1^^- ,{^- ^^^:^li^^^.iPgrrJtllLlrrct.ll Ltdlrr susrarr-asa

kerjasama dengan daerah

pengarahan dan perpindahan

smlgran;
l^* -^-^^--.^l^- ^^l^*\tcLrr PErr6d,vv d,r.cu.r Ld,l\,rr r

paten, provinsi dan lokasi

tasi pemberian hibah dan

kelompok masyarakat

pembinaan, monitoring dan

^^^.r^1 l-^-^r^ 1^^r^- t1^*L-^^^i>\JDrctr rl\-Pd.Lrd. Ucl'\rctrl / rt;rrl (rcr.$d. t

atau keluarga;

di lingkungan Sub Bagian

dan tanggung jawab yang

berjalan efektif dan efisien;

bawahan di lingkungan

peraturan dan prosedur

-^l^1-^^-^^- 
*,ta^^.

Pcrdl.r\odi ra.d.rr L Ll6,d,s,

di lingkungan Sub Bagian

antara rencana

dilaksanakan sebagai bahan

yang akan datang; dan

oleh pimpinan yang sesuai

D^ ^:^- TZ^^^;^L+^ D^1^,^+iiai,Eia2,ii tassEJcrllLsl dl.cl.rr r\cL^J cr.L

mempunyai tugas membantu

dalam melaksanakan Sub

ketentuan peraturan

I 1/
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o a,,L l-^^-l:-^+^- T1^^^.:^L+^L. *)UU-nLrt rtllrlclL\rr r\gogJclJrLgrctct.rr

sebagaimana dimaksud pada angka 1,

a. perencanaan kegiatan program ke.j

berdasarkan peraturan perundang-

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

kebijakan pemerintah daerah di bidang

olahraga dan bidang pariwisata;

^ -^1^1- f^^:l:+^^; ^^-,,i^*^- L^L^-\-. PLrctr\scLrrctcur ldl.rrlrLL.l.sl P(-rrJrcLPcLrl rJa.rlcLrr

kebijakan pemerintah daerah di bidang

olahraga dan bidang pariwisata;

d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan olahraga, pariwisata dan

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

-^-,.^l^.^- *^*^;*+^L^-
PUIIJ Ur\-r165dI CLCLTT Lll LlSCrtl l,Ulrrl;r rlr Ldl-rrdt-ll

dan olahraga, pariwisata dan

f. pendistribusian tugas kepada

Masyarakat sesuai dengan tugas dan

agar tugas yang diberikan dapat bedalan

g. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Kesejahteraan Masyarakat sesuai
1^^-1^t-,. ^^^- +:l^1- +^;^,{i 1.^^^1^1^^*iJUl. rar.i\Lr cLSCLr LrtTdLA L\-rJd,ul. r\urrca-r4rrarr

h. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan

Masyarakat dengan cara mem

dengan tugas-tugas yang telah

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

i. pelaksanaan fungsi lain yang di

dengan tugasnya.

l'\ A"L l-^^-J:-^+^* f)^*r'*Ian^ f fr.{anr^* -^-.-l^Lr . rJ ii ii- i\uLri Lair la,' L\r j. -a ur Lr.r r\rd,r r5- Lr l r\rcl'r lE dlr r yd.Lra.

1. Sub-koordinator Perundang-Undangan

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Perundang-Undangan berdasarkan

undangan.

2. Sub-koordinator Perundang-Undangan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, meny

l^l^* *^l^1-^^-^l-^- +,,-^^tld.LcLtll tIlLra.ArScLrlcl' cLII LLrSdo

fungsi:

Kesejahteraan Masyarakat

pengoordinasian perumusan

pendidikan, kepemudaan dan

..^-^^^-J:-^^:^- *^1^l-^^-^^-
Psrrtst,,t,r (rirrdr-oldLrr lJ(/rdtr\EcLrrclcLrl

pendidikan, kepemudaan dan

pelayanan administrasi

pendidikan, kepemudaan

lainnya;

pelayanan

-^-t;,{.:l-^- 1-^-^*,,,{^^-
Pgr rttr\lrr\d.r r , ^uPsrr..r. 

rr Lrd.cr-l r

lainnya;

di lingkungan Kesejahteraan

jawab yang ditetapkan

dan efisien;

bawahan di lingkungan

peraturan dan prosedur yang
.^^l^l-^^-aan *rr^^^.
PETCL Dd"TTCLCLTj. LLrErd.S,

di lingkungan Kesejahteraan

antara rencana operasional

sebagai bahan laporan

akan datang; dan

oleh pimpinan yang sesuai

LI..l-,,* Q^1--^+^-.:^+ n^ ^-^1^I -t Llr\Lrl.tl !rt-..\l \- LCLI rctL lJA.(;l Cl-Il.

nyai tugas membantu

melaksanakan Sub urusan

peraturan perundang-

melaksanakan tugas

administrasi

</

fungsi:

A2



a. pei'encanaan kegiatan program keda

peraturan perundang- undangan ;

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

daerah;

c. pelaksanaan fasilitasi harmonisasi

daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan
*^.^^r^-a- r)^-^+,,-^- T\^^-^L.
PUIrULartPd.tr r- El cLl.\ll cr-rl l-rcLEl cLrIt

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

hukum daerah;

f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pen

g. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan

autentifikasi produk hukum daerah;

h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
: -^-l;^+*;1-,,^:^- 

4,raaa 1.^'.^,{^r. lJull(irsLr rlJLr'5ld"lr Ltl.6,A.D AElJaua

Undangan sesuai dengan tugas dan

tugas yang diberikan dapat berjalan

j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Perundang-Undangan sesuai dengan

berlaku agar tidak terjadi kesalahan

k. pelaksanaan evaluasi tugas
r T-J^-^^- l^-^^-Lirr(-la1rrtsal.rl \rLrr6,clrr \-d-l ct lr1c!rl

dengan tugas-tugas yang telah

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

1. pelaksanaan fungsi lain yang

dengan tugasnya.

H. Sub-koordinator Bantuan Hukum pada Bagian
1 C"1- 1-^^-,{i-^+^- Dan{.rran IJ!''l--'-.si . J i... u-ii(Jui (-i.iiiiiL\JI -aiar.rt L(rcLrr r -l LtltLllll

Hukum Sekretariat Daerah dalam

Hukum berdasarkan ketentuan peraturan

2. Sub-koordinator Bantuan Hukum dalam

dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan

a. perencanaan kegiatan program keq'a

peraturan perundang-undangan ;

T T-,{^*^^* 1-^-l^^^*1-^-Li rlllrd.i.r5,ctli riul \l(f,DcLl l\d.tt

penyusunan produk hukum

sinkronisasi produk hukum

elasan Walikota dalam proses

analisa dan kajian produk

produk hukum daerah;

pengundangan dan

uk hukum daerah;
l: I:-^1-,,-^^- D^-,,-,{^-^\ll rrrltsfl\Lrrr6,clrr r g1 Lirl\ld,rr5r-

jawab yang ditetapkan agar

dan efisien;

bawahan di lingkungan

turan dan prosedur yang

pelaksanaan tugas;

di lingkungan Perundang-

^6+^-^ ^*^*^ ^;^* ^ lcl.ltLCtr (a. r l-lr\-a,lrdt (,yEr dlsll-rrlcLr

sebagai bahan laporan

akan datang; dan

oleh pimpinan yang sesuai

ukum Sekretariat Daerah.
+,, ^^ ^ * ^*l^^-+,, D^ ^;^-Lij'Bdl.i) rtlLlllrJd,rlLr,t ucL6rd.tl

Sub urusan Bantuan

undangan.

tugas sebagaimana

tuan Hukum berdasarkan

tg AA
ff



I^ -^1^1-^^*^^- f^^:1.:+^^.: J^- 1,^^-J;-^^:lJ. Pur(1t\lJarrd"cu.r lclsrlrLd.Sl t.lcl.ll A\rl-rLlL.tlo.arr

penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

c. pelaksanaan fasilitasi bantuan h

pertimbangan hukum serta perlindungan

daerah dalam sengketa hukum baik di

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi

perkara hukum;

^ -^1^l- f^^:l:+^^,: ,{^* l-^^-j;-^-:c. Pur,aa.ril5cLrlctcu.r rd..)rllt-cr.or \.td,rr r\t (Jr Lllrla.sl

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);

f. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan

{legal opinionl;

g. pemantauan dan evaluasi serta pela

perkara sengketa hukum;

h. pendistribusian tugas kepada bawahan

^^^"^;,{^-^^- {-rraaa l-r fanryo.na iticliuiii LicirEar.l.a Li.lEia- i.rdl1l r-d.rrx<LrrrE, J

yang diberikan dapat berjalan efektif dan

i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Bantuan Hukum sesuai dengan pera

agar tidak terjadi kesalahan dalam

j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan

dengan cara membandingkan antara
+ri^^^ *rraaa +^1^1^ A.ilal-aanal.an
L ijE iiit- L Li fiiis J ar."a.iE, LE tar,i r (l rla.^sclr rdLI\cLr I

perbaikan kinerja di masa yang akan da

k. pelaksanaan fungsi lain yang

dengan tugasnya.

I. Sub-koordinator Dokumentasi dan Informasi

Daerah.

L. Sub-koordinator Dokumentasi dan

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Dokumentasi dan Informasi berdasarkan

undangan.

2. Sub-koordinator Dokumentasi dan I

sebagaimana dimaksud pada angka 1,

a. perencanaan kegiatan program kerja
1-^-l ^ ^^-l-^- ^^-^Trr+an -a+"n.{ar ^iiEi Liaisirli iiiiji Pti ar.Lur drrr PQr LrrlLrdrrts-

-^-*^^^1^L^- L.,1-,,* l^t^*
PErrrr.d.oa.rclrl.ctrr lrLlA\lrll u(licllrr

konsultasi hukum dan

hukum bagi unsur pemerintah

maupun di luar pengadilan

dalam penanganan

^..^1,,^^: -^-^^^l-^- l^.^L v (2.rud.l)l PErrLtsa.r\(1rr LrcLrl

penyusunan pendapat hukum

terhadap hasil penanganan

lingkungan Bantuan Hukum
I;+^+^ -1.^ - a aa - r, , ^^ a

J d,rrts, \rrLELclynclrr clEdj LLrtscLo

bawahan di lingkungan

dan prosed.ur yang berlaku

tugas;

lingkungan Bantuan Hukum

rencana operasional dengan
1-^L^- 1^-^*^- l-^^i^+^- .{^-
lJaa'f rctrr lcLPUrd,rr r\rr'6rd.Lcur Lt6ul

; dan

oleh pimpinan yang sesuai

Bagian Hukum Sekretariat

,-,,^.: +ria^^ *^*l-^*+,,tltululJLlrrJd,r LLrSas lllEllrLrd.rrLLl

melaksanakan Sub urusan

peraturan perundang-

dalam melaksanakan tugas

fungsi:

Dokumentasi dan Informasi

/,
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L *^l^l-^^-^^- f^^:l:+^^; ,{^- .:-,,^*
U. Pcla1'l\i5aa.r,tdlctrr rd.rslllLdLSl LICLIT Itlvull

hukum daerah dan peraturan perundang-

pelaksanaan flasilitasi danc

informasi sebagai bahan dalam rangka

d. pelaksanaan fasilitasi dan

informasi hukum;

e. pelaksanaan fasilitasi dan memberikan

--^r,,1- 1^,,1,,,*.
IJr \JLr Lrl\ ll LlrlLlrrr,

f. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi,

hukum daerah maupun peraturan

g. pemantauan dan evaluasi dan pela

informasi produk hukum daerah;

h. pendistribusian tugas kepada bawahan

Informasi sesuai dengan tugas dan
+,r^^^ l:1-^;t-^- J^*a+ l-or.i^laa
L ij Eiiis J al,i i5, (.li lrui r.iia,'i r iiar,ya,' L r-rerJ (ardr-r r

i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Dokumentasi dan Informasi sesuai

berlaku agar tidak terjadi kesalahan

j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan

Informasi dengan cara

dengan tugas-tugas yang telah

kcgiatan dan perbaikan kinerja di masa

k. pelaksanaan fungsi lain yang

dengan tugasnya.

J. Sub-koordinator Fasilitasi Ker;asama Dalam

Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Fasilitasi Kerjasama

membantu Bagian Kerjasama Sekretariat

urusan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri

perundang-undangan.

2. Sub-koordinator Fasilitasi Kerjasama
L-,-aa ^^L^^^;*^-^ ,{;*^1-^tr.l 

^^z{a ana!-.a '!
Lutiis isu uar.Eiiiiiiiiila. Llritlar.l\sLrLr P(1l.rcl clr 16r\.1 r,

a. perencanaan kegiatan program kerja

berdasarkan peraturan perundang-

^^-+^ l^l-,.*^-+^^j --^1,,1-o(;l LcL l.t\ri\Lirrrgrl LCLoi Pl. Lr\r u.r\

lainnya;

serta mengolah data dan

bentukan kebijakan daerah ;

jaringan dokumentasi dan

administrasi informasi

uhan dan desiminasi produk

,-undangan lainnya;

terhadap dokumentasi dan

lingkungan Dokumentasi dan

ng jawab yang ditetapkan agar
l^- ^ff^;^-.LlCLl l Erlr)lEl l,

bawahan di lingkungan

peraturan dan prosedur yang

pelaksanaan tugas;

lingkungan Dokumentasi dan

antara rencana operasional

sebagai bahan laporan

^1-^- l^+^-^.,{^-dJ\dlr r Lra. LCl.r rE,, \lclr r

oleh pimpinan yang sesuai

cgeri pada Bagian l{c4asama

Negeri mempunyai tugas

dalam melaksanakan Sub

ketentuan peraturan

Negeri dalam melaksanakan

r ur1601.

tasi Kedasarna Dalam Negeri

"l
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1^ *^1^1-^^-^^- f^^:1:+^^; *^-,'.:^^^-]J. P(,rd,r\Sclrrad.rr ta.DllrLclsl PsrrJla.P6Lrr

kebijakan di bidang Kerjasama dalam

c. pelaksanaan fasilitasi pengolahan data

d. pelaksanaan fasilitasi pengendalian dan

daerah dalam negeri;

e. pelaksanaan fasilitasi forum dan asosiasi

f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan
r^1^* -^^^; ,{:1^1,,,1.^- ^1^LiJiiiiiiir iiuEui i JvaljrE, ijl.lal"i\l'rl\d-al t ltrr

pemerintah kabupaten/ kota;

g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan la

daerah dalam negeri;

h. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan

kerjasama dengan kelemterian / lembaga;

i. pendistribusian tugas kepada ba
11 ^-:^^^^^ n^l^.- I\I^^^-; ^^^rr^i.lo--^-i\ciJ ii.iiat-Ir i(,. iJ dlaa,i L L r r E6ut I l)r-r) (l o-r Ltur rSclr r

ditetapkan agar tugas yang diberikan

j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri sesuai

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan

k. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di

Dalam Negeri dengan cara mem

dengan tugas-tugas i'ang telah

kegiatan dan perbaikan kineda di masa

1. pelaksanaan fungsi lain yang di

dengan tugasnya.

K. Sub-koordinator Fasilitasi Kerjasama Luar

Sekretariat Daerah.
1 (f"l^ 1-^^-I;-^+^- Ea^-.:1i+^^; flariacaaai. JijU-i\LrlJriJirlar,LiJ-t Id,r5llrt-Cllrl .l'\t;rJctscrrrrcf

membantu Bagian Kerjasama Sekretariat

urusan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri

perundang-undangan.

2. Sub-koordinator Fasilitasi Kerjasama Luar N

sebagaimana dimaksud pada angka 1, men

a. perencanaan kegiatan program kerja Kerj

-^-^+,,-^- -^-,,-,{^-^,'-.{^-^^-'PUI ar,Lijr crrr [,Er Llrrr.rd.rr6- LlrrLrdl.rrts)o.rr,

-^l^t-^^-^^-P(,rctr\DcLr rctd,r r PUr Lr rrr u ,J(1r r

daerah dalam negeri;

usan data hasil Kerjasama

tah daerah;

wasan kery'asama daerah
l^^*^l^ t: li-^r-,,-^^-(tclgr clrr \lr rrrr6,n LrtrSd.rr

hasil pelaksanaan Kedasama

san kebijakan dibidang

di lingkungan Fasilitasi
I^- +^-- ;^.,,^l-LrcLrr Lcur6,ts,Lrrr6 JcrvvcrL, Jv cLrrS

be4'a1an efektif dan efisien;

bawahan di lingkungarl

peraturan dan prosedur

pelaksanaan tugas;

Fasilitasi Kedasama

antara rencana operasional

^^1-^ ^^; 1^^L ^- l^-^-^-s\- ud.6a.r lJclrrclll rctP(Jr cLrr

akan d.atang; dan

oleh pimpinan yang sesuai

pada Bagian Kerjasama

I\T^^^-.: *^--,,-.,^: *rraaarr(;tsEr r rrrulul,urrJ cLl Llr6d.i'

dalam melaksanakan Sub

ketentuan peraturan

dalam melaksanakan tugas

fungsi

Luar Negeri berdasarkan

Ia
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1^ *^1^1-^^-^^- f^^:1:+^^-: *^--,:^-^-JJ. yurcl.t\SctrIO,clrI l(fu)ll'lLo.rf,I PLITJIA.Pa,II

kebijakan di bidang Kedasama luar

c pelaksanaan fasilitasi pengolahan data

d. pelaksanaan fasilitasi pengendalian dan

daerah luar negeri;

e pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan

negeri yang dilakukan oleh Perangkat
1-^1^.,*^+^- /1-^+^.ACtULrPd.LErr/ r\VLCL,

f. pelaksanaan flasilitasi penyiapan

pelaksanaan Kerjasarna daerah luar
g. pendistribusian tugas kepada

Ke4'asama Luar Negeri sesuai dengan

ditetapkan agar tugas yang diberikan

h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas
L1^^:I:+^^.1 I1^-:^^^*^ t,,^- I\T^^^*: ^^^,,^:j. a:rr)rlr Lcl'r>t r\f/rJ (2.rtclr.r.rdl .IJLlcLl r r cSgr r DED Llclr

yang berlaku agar tidak te4'adi kesalahan

pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di

Luar Negeri dengan cara mem

dengan tugas-tugas yang telah

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

j. pelaksanaan fungsi lain yang
l^-^^* 4rraa^-..^Lrr-lr6a.rr LLrScLsrrJ d..

L. Sub-koordinator Evaluasi Kerjasama pada

Daerah.

i. Sub-koordinator Evaluasi Kerjasama mem

Kerjasama Sekretariat Daerah dalam

Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan
O G,.1^ l-^^-.l;*^+^- E*.^1"^^: Trfar.iacaranz. D(.i'u-ii(Jui(iiiiiaL\ri irvar,iLlar"itl r\urJd,sojrr.1

sebagaimana dimaksud pada angka 1,

a. perencanaan kegiatan program keda

peraturan perundang-undangan ;

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

kebijakan di bidang pemantauan dan

dalam negeri;

1.

^^l^1.^^-^^-ygrdlr\DcLfrcldJr lJ\-r urrr(r$cLrr

luar negeri;

usan data hasil Kerjasama

Kerjasama daerah luar

di lingkungEln pemerintah

penyusunan laporan hasil

di lingkungan Fasilitasi

dan tanggung jawab yang

berjalan efektif dan efisien;

bawahan di lingkungan
*a+arrr+aq l^- 

^-^^^L,-PEr dl.Lilr ct..ir \l4rr lJr (JD(/u.Lrr

pelaksanaan tugas;

ngan Fasilitasi Kerjasama

antara rencana operasional

sebagai bahan laporan

akan datang; dan

oleh pimpinan yang sesuai

Kerjasama Sekretariat

tugas membantu Bagian

Sub urusan Evaluasi

undangan.
*^1^t-^^-^l-^- *rraaatlLuld.t\scLircl..t\cLlt LLr5d.s

fungsi:

uasi Kerjasama berdasarkan

pelaksanaan perumusan

Kerjasama luar negeri dan

I L/ AQT1-)I



*^1^I-^^-^^- f^^;l;+^^,; *^-.i+^-i-^,{^*
Psr.d.r\od.rrdd,r r rcLDrr.l La.Dr rlrLrl rr L\,rr rr16 Lld.rl

dan luar negeri;

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan la

daerah dalam dan luar negeri;

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

kebijakan dibidang kedasama dengan

f. pelaksanaan fasilitasi identifikasi
*^-^-.i-+^L^- .li1-^;^^^*^I-^-
PErrlEI rrrLcLrld,rr J dirts, LrrhgrJdtsd.lllcL-t\d.ll J al15

g. pendistribusian tugas kepada bawahan di

sesuai dengan tugas dan tanggung

yang diberikan dapat berjalan efektif dan

h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Evaluasi Kerjasama sesuai dengan pera

agar tidak terjadi kesalahan dalam
: -^1^1. ^-.^1.,^^: +,.^^^ 1*^,.,^L^- I.l1. PErCL-t\DA,rrctd.lr gvdlj.LrcLDr LuSd,nr Lrd.vr(L.1,l{r.rr Ltl,

dengan cara membandingkan antara

perbaikan kinerja di masa yang akan

j. pelaksanaan fungsi lain yang

dengan tugasnya.

I\tr Q,,1^ 1-^^-l:€^+^e D^*1-.;*^^- DTTt,fT\ A^*Iva. LitIU-l\t uItlllldLL(rl I 1-IlllJ[lcl.ctll 1)\) lvLlJ (ld.rI

Sekretariat Daerah

1. Sub-koordinator Pembinaan BUMD dan

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

Pembinaan BUMD dan BLUD berd,asarkan

undangan.

2. Sub-koordinator Pembinaan BUMD dan B
^^1-^^^:*^-^ l:*^1.^.,.1 -^,{^ ^-^l .^ 1 *^*..{rt- l.,45a,ri.ll.cll.l.cL tl.rrIlaj\D Ll\l P4Lrd, d.rr5)hcl r r rrrur rJ

a. perencanaan kegiatan program ke{a

berdasarkan peraturan perundang-

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan

teknis pengelolaan Badan Usaha

Umum Daerah;

c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan
TT^^1^^ l\/fil;l- n^^-^L ,t^- Il^I^- f avcoan(i;5ar"iiir. rvlllril tiaELa.LL \rdJt lJd.LlcLlL l)dJ cLLLa.LL

-,^^: tl^-;^^^*^ .{^^-^L l^r^*Lr4l'r r\urJclsctlll.cl LlctLr ct1l Lld.laJ,rl

hasil evaluasi Kerjasama

pelaksanaan perumus€Ln

ketiga;

pemetaan potensi urusan

^,{; I-^..,^* ,{^^-^L,EL\ll l\g w t;lrcl'rr6cLrt Lld,Er ct 1l,

lingkungan Evaluasi Kerjasama

b yang ditetapkan agar tugas

bawahan di lingkungan

dan prosedur yang berlaku

tugas;
E,,^1,,^^i t,/ ^-:^^^^ ^r-, vclrLlcLDr r\ErJclscrrrra

operasional dengan tugas-

bahan laporan kegiatan dan

; dan

oleh pimpinan yang sesuai

mempunyai tugas membantu

melaksanakan Sub urusan

peraturan perundang-

dalam melaksanakan tugas

rurr5,l,r

binaan BUMD dan BLUD

usan penetapan kebijakan

Daerah dan Badan Layanan

pengelolaan Badan
n^^*^L,Ir.ttllr.t L)dYLa.LL)
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A -^I^1.^^*^^- f^^.:l;+^^: ^-^1:^^ -^-l-^*u. ygra.nDo,rr6tcl'rr rd,slrrLcl,Dr cl.ltct.lll)a }.,\,rhL.r.rl'

Badan Usaha Milik Daerah dan dan

e. pemantauan monitoring dan evaluasi

Badan Layanan Umum Daerah;

f. pendistribusian tugas kepada bawahan

dan BLUD sesuai dengan tugas dan

tugas yang diberikan dapat berjalan

-^*1-^d^- -^+,,-;,,1. *^l^l- *,t*^^
5. ysj.rrusriclrr PsLLrirJLr^ Psrd,r\DcLrrcldLrr Lu.66\D

Pembinaan BUMD dan BLUD sesuai

berlaku agar tidak terjadi kesalahan

h. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di

dan BLUD dengan cara

dengan tugas-tugas yang telah

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
: -^1^r- f',*^^-: t^:-r. Pr-rclr\lf,cLtra.(1.rr rL{rrE)sr ldlrrl J d.rrE,

dengan tugasnya.

N. Sub-koordinator Pengendalian dan

Perekonomian Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Pengendalian dan

tugas membantu Bagian Perekonomian
*^1^1-^^-^l-^- A,,L D^--^*,{^l.;^-.tllt-LcLl\r)cL-tla.Adtll \) Ll U Lli LrDdllr r l-I-4ts)Err\ro-IIcLIr

berdasarkan ketentuan peraturan

2. Sub-koordinator Pengendalian dan

melaksanakan tugas sebagaimana

menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan kegiatan program kerja

undangan;
l^ -^1^1,^^-^^- f^^:1:+^^:U. Pura.l\OaJrctdlJr ld,r5lllLatr)l }JLIrJ LlDLllldl,lt

bidang pengendalian dan distribusi

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan

pengendalian dan distribusi

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi

pelaksanaan kegiatan pengendalian dan

dan pencapaian kincrja

Layanan Umum Daerah;

Usaha Milik Daerah dan

lingkungan Pembinaan BUMD

jawab yang ditetapkan agar

dan efisien;
1^^-.,^L^- l.i r:*^1 -,,udlvv ctlr.cllr \rr [rrEI\i-r.rr6aaij.

peraturan dan prosedur yang

pelaksanaan tugas;

lingkungan Pembinaan BUMD

antara rencana operasional

sebagai bahan laporan

akan datang; dan

^1^1^ -:**.:-^- ^^^.,^:\-rl\-rr PurrPrrrd,rr J curts, r>\;r5rlctr

Perekonomian pada Bagian

Perekonomian mempunyai

Sekretariat Daerah dalam
,{ ^ - T\.: ^+-:l-, , ^: I)^-^l -^* ^*.: ^ -\ldLll, UISLr llrLlr)I r Cl f-t\1Jr.tt 11l,ld-11

Perekonomian dalam

pada angka 1,

peraturan perundang-

,{^- ,{^+^ aa+ra ^-^l.i^^ ,{;\rdur t,l.d,La DEr i-d, clrrd.llDcl Lr^l

usan kebijakan di bidang

instansi terkait terhadap

I

si perekonomian;

trn
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^ *^1^1. f^^:1:+^^;U. PurcLlasd,lra,CLtr ld.r5lllLa,Sl PgrrJLlOLlIld,lI

pelaksanaan dan pedoman umum

perekonomian;

f. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan

pengendalian dan distribusi

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan

distribusi perekonomian;

^^-l:^+-.:1^,,^i^- *rr*na l'^*^.1^ 1-^-..^1-^*
P(,ii.iJir' Lr i. r, irsrct.rr LLr6o,.) r\EPd,\rcL Lra. vv (2Jral I

Distribusi Perekonomian sesuai dengan

ditetapkan agar tugas yang diberikan

i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Pengendalian dan Distribusi

dan prosedur yang berlaku agar

pelaksanaan tugas;

-^l^l-^^*^^- ^.'^1"^^: +it^^c 1-^rr.^L^-
iiuiij,ii.ijiiliiiiiji uval.Ilja,'sr LuBd.D rJGl'vv alrcLtr

Distribusi Perekonomian dengan cara

operasional dengan tugas-tugas yang

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di

k. pelaksanaan fungsi lain yang di

dengan tugasnya.

O. Sub-koordinatoi' Pei'encanaaii dan

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

1. Sub-koordinator Perencanaan dan

mempunyai tugas membantu Bagian

dalam melaksanakan Sub urusan

Mikro Kecil berdasarkan ketentuan pera

2. Sub-koordinator Perencanaan dan
l^l^* *^t^I-^^-^1.^- *rrryacuaiiiiii iiiciiijii'anaxan fugas Se

menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan kegiatan program kerja

Ekonomi Mikro Kecil berdasarkan

b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

bidang perencanaan dan pengawasan

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan

^^* ,{^.^ 5^-^^rr'^6^- o,l-^nar+i
iic i ci i uiii iii,iij i i-iii.i I PiiL r6d. vY d.ocll r E A\I r(rll.L.t

q
D'

L
ll,

J

pcnj/usunan petunjuk

pengendalian dan distribusi

serta pelaporan di bidang

di bidang pengendalian dan

I.:*^I .,,.^^^- T)^-^^-l^t:^- l^*lu rts)r\ Lrr r5)ct-r.r r 9r r5rEr rrlcLllcr-r l tl4r 1

gas dan tanggung jawab yang

berjalan efektif dan efisien;

bawahan di lingkungan

sesuai dengan peraturan

terjadi kesalahan dalam

1:-^1-.,-^^- rl^*^^*r^li^- ,{^-rrr-I6r\Lrr16clrr r Lrr6t-rr\lclucLlr \lcLlr

bandingkan antara rencana

dilaksanakan sebagai bahan

yang akan datang; dan

oleh pimpinan yang sesuai

Ell-^-^*: I\t:1-*^ tl ^^;1 *^,{^,Jr\\.,rrtJtllr lvrlr\l L, r\Et-rJ, Pct\ra.

Ekonomi Mikro Kecil

Sekretariat Daerah

dan Pengawasan Ekonomi

perundang-undangan

Ekonomi Mikro Kecil
l:*^I-^,,1 -^l^ ^*^l-^ 1\l1llld,t\rsLltr PcL(Id, dLl'rtsAd. L,

dan Pengawasan

perundang-undangan;

dan data serta analisa di

mikro kecil;

perumusan kebijakan di bidang
'l -^^:l .At;{-lr,
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A *^I^1-^^-^^* f^^.:1:+^^; .l^- 1-^^-,{i-^^:Lt. PLI(1Ar)A.IrCLCtlr rA,OtlILcl,r>r \la,r1 l\\.rlrlLlUrctr5l

pelaksanaan kegiatan perencanaan dan

e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

.;-^+^-^; +^-1.^:+ +^-L^,{^-IIIDLCLIlr5l LUI I\A.IL LUI r].d,lrlcLP

ekonomi mikro kecil;

penyusunan petunjuk

pelaksanaan dan pedoman umum

ekonomi mikro kecil;

perencanaan dan pengawasan

f. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan

perencanaan dan pengawasan ekonomi

uasi serta pelaporan di bidang

kecil;

-^l^l-^^-^^- f^^.i1:+^^.: .{^- .^^*1-j-^^.^
5. f.|Erd,r\sd,.tIcr.Cr.II lctsllllar5l tldLll Pgrrlrrrlrdldl'rr

pengawasan ekonomi mikro kecil;

h. pendistribusian tugas kepada bawahan

,t; L;,{^*^ r^-\ll r.rr\ra.rr5 PUr t-lr\-cl.lld.d.tl \a6ltl

Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

lingkungan Perencanaan dan

dengan tugas dan tanggung

berikan dapat berjalan efektifjawab yang ditetapkan agar tugas yang

dan efisien;

i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
T)^-^-^^*^^- l^- D^-^^..,^^^-L ui ulr\-d,rrcr.dLt r Lra.rr r Err6d.wa.saLrr I\r.:1-*^ Trz^^:l ^^^,,^i ,{^-^^-rvrl.t\r t l\Et-ll Sgst-ldll tIgI r6,a.rr

tidak terjadi kesalahan dalamperaturan dan prosedur yang berlaku

pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan lingkungan Perencanaan dan

cara membandingkan antaraPengawasan Ekonomi Mikro Kecil

rencana operasional dengan tugas- yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan
l^+^-^. l^-Lrd,Lctrr6,, Lrr2.ll

kinerja di masa yang akan

k. pelaksanaan fungsi lain yang

dengan tugasnya.

oleh pimpinan yang sesuai

P. Sub-koordinatoi' Peni'usunaii Program pada

Sekretariat Daerah.

A l*:-.:^+-^^i lf^*l^I tLllIlll,Llr>Ll ct5r r EllIrrClrrE (IrICLI r

1. Sub-koordinator Penyusunan Program mem tugas membantu Bagian

Administrasi Pembangunan Sekretariat dalam melaksanakan Sub

tuan peraturan perundang-urusan Penyusunan Program berdasarkan

undangan.

2. Sub-koordinator Penyusunan Program melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pad.a angka 1, r Llr160r.

a. perencanaan kegiatan program kerja

peraturan perundang-undangan ;

unan Program berdasarkan

0 <r/
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1^ *^1 ^l-^^*^^.^ f^^.:1:+^^.:U. PLrd.I\r5ctrrd.d-tr ld,.SlrrLCtDl lJErr_V LlSLIrld,ll.

penyusunan program pembangunan

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

mempersiapkan program pembangunan

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

petunjuk pelaksanaan program pem

e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi
l^- 1-^1^,r-^+^6 1-^+^ 1^:* aa*ra -:1-^l-(lcll'l .t\(l.l-rll yctl(;rr r\l.Ld. rd.]-rr DUI L-d, Purcr-b,

-^-^:^*^- 1-^-:^+^-
PUrirlcryclrr rLll\-cLlldl AuSlcLL(1r1

kebijakan dalam r€Lngka

, petunjuk teknis dan

bahan laporan kegiatan dan

dan

sinergitas program pembangunan daerah;

f. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi koordinasi dalam rangka

penyusunan program pembangunarl

g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan pembangunan dalam rangka

mengembangkan akses pembangunan

h. pelaksanaan frasilitasi dan koordinasi sunan program pembangunan
r^r^* -^-^1 .^ -^.: *^^:1.^ l^-Liaa'l.a,'rrr r a.rr6^d. rrr\-rr5(rr cl-rr.Sr r uDrr\lj Lld.ll -:L^l- 1^:- ,.l^1^^ -^^*1-^Prr rcLA r(lJt r t.rd.r6t-rlr r d.r rBl\ct

kelancaran program pembangunan

i. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program

pembangunan daerah;

j. pendistribusian tugas kepada di lingkungan Penyusunan

Program sesuai dengan tugas dan jawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan dapat berl'alan dan efisien;

k. pemberian petunjuk pclaksanaan tugas

Penyusunan Program sesuai dengan

1^^-,.^L ^- l: 1:- ^t-,,t-rcLvv d.lldLll tlr rrrrEnLlrrScLrl'

dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan pelaksanaan tugas;

1. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di Penyusunan Program

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan

tugas-tugas yang telah dilaksanakan

perbaikan kineda di masa yang akan

SC

-^1^1-^^-^^- 
frr-^^: 1a,'n !r^-d -,{iiii. Puliiiisiiiiiiiilr riir.rEsr lcl..rll J 4rr5 \lr

dengan tugasnya.

^1^1^ -:*^:-^- ^^^,,^;\Jrurr Prl.rrPrrrarr J d.r16 DUr>LraJ.

Q. Sub-koordinator Pengendalian Program pada Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Pengendalian Program tugas membantu Bagian

Administrasi Pembangunan Sekretariat dalam melaksanakan Sub

/ a/ tr2

daerah;

pemerintah pusat, provinsi
,{^1^* *^-^l-^\lCLldL.I'II I dlrrtsi\dl PLIIJT LlDLlr1ctrr



D^-^^-l^l;^- D-^*^* 1-^-i^^^-1,^*ajr Ltsaa.rr r Err6crr\rcr.rtd.rr I r \,61 dLrrilJcl Lld.sda-r l\dl.rr

undangan.

2. Sub-koordinator Pengendalian Program

.l-rran n^e^+r!r^h 
-^-"-,{^-^LLlcl,rr Pgr c[LLrr ctrr PEr Lrrr\rd-rr6-

melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada angka 1, fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja

peraturan perundang-undangan ;

b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

^^*t^^- -}Jr \,Br dl'rrr yErrr Lrdl.rrS)(lrrcLll,

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunatl

pembanguna.n yang diselenggarakan

Program berdasarkan

cana kegiatan pengendalian

kebijakan pengendalian

agar pembangunan sesuai dengan

pemerintah maupun swasta

pembangunan daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan petunjuk teknis dan

petunjuk pelaksanaan pembangunan

program pembangunan daerah;

^ -^I^I- f^^;1;+^^; ,{^- l-an+.{.inaciiJ. PiJiiiiisiiliiiiiji iaLiir[iia$r Liarj.t l\t \rl \lllrdLsl

dalam rangka pengendalian

1-^-l^^^^.1 *;L^1- t^I^.-rJgr rJcl.tsd,r Purctr\ \ld.r.cLrlr.

rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan

program pembangunan baik oleh maupun swasta;

f. pelaksanaan fasilitasi pengendalian program pembangunan

baik oleh lembaga pemerintah maupun

g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan

pelaksanaan program pembangunan;

rangka pengendalian

L -^*lj^+*iL"^i^- 
#rraaa 1-o-^.il^

ii. ijaiiLiiitLlriJiii)l.dirr LLrSd"s r\rrlJcl.Lra"
l: 1:-^1-,,-*^- D^-^^-l^l;^-Lir r.rrt6ALrrttsd,rr r urrSurlLrcLrrcur

Program sesuai dengan tugas dan jawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan dapat berjalan dan efisien;

i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Pengendalian Program sesuai dengan

bawahan di lingkungan

turan dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan pelaksanaan tugas;

di lingkungan Pengendalian

^-+^-^ i^-^la LLLA-L O. r Lrlr-C[r l(a. vP(-r dtDr\Jr rcLr

j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan
T)-^^-^* ,{^-^^- 6^si-i iJEri iiiii (larr6a,lr ucLl cL rlltrrll.

dengan tugas-tugas yang telah sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa akan datang; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang di

dengan tugasnya.

oleh pimpinan yang sesuai

/
*
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E, C,,1- t-^^-l:-^+^- 8,,^1"^^i ,{^- D^] ^-^*^-i\. LILIaj-i\(i(ji(illla-Lul lJvctrLtCtSr \.tCLIl r CrdtlJulcur

Pembangunan Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Administrasi Pembangunan

Sub urusan Evaluasi dan Pelaporan

perundang-undangan.

2. Sub-koordinator Evaluasi dan Pelaporan

^^l^^^^:*^-^,{.i*^1-^,,,{ ^^,{^ ^--1-^ 1itc iJaaE aa,urt(1rlct \lllilcLrrs L{L: l,Cl.Lrd, curSr\ar r,

a. perencanaan kegiatan program kerja Eval

peraturan perundang-undangan ;

b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

program pembangunan daerah;

c. pelaksanaan fasilitasi monitoring dan

pembangunan daerah;
A *^1^1.^^-^^- f^^;1:+^-; h^6o. iieraKsanaan iasiiiizisl penirusunan

petunjuk pelaksanaan monitoring dan

pembangunan daerah;

e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi

monitoring dan evaluasi program

f. pelaksanaan fasilitasi dan pencatatan,

menindaklanjuti hasil temuan moni

-^-L^--,-^- ,{^^-^L.
lJErrI udlr,.rSLlrrcfrr Lla,El clrr,

g. pelaksanaan fasilitasi dan pengolahan

pelaksanaan program pembangunan

h. pelaksanaan fasilitasi penyusunan hasil

bahan perumusan kebijakan program

i. pendistribusian tugas kepada

Pelaporan sesuai dengan tugas dan

tugas yang diberikan dapat be{alan

j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan

berlaku agar tidak terjadi kesalahan

k. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan

Pelaporan dengan cara mem

dengan tugas-tugas yang telah

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

Itrf,la

*^,{^ D^^:^- A,{*i-i^+*^^;
PduaL r-ratslcLrr r-ltlrl[rlrsL.t a-l>l

punyai tugas membantu

t Daerah dalam melaksanakan

ketentuan peraturan

f',--^:.rLrrr6Da.

dan Pelaporan berdasarkan

monitoring dan pelaporan

pelaksanaan program

*^+..-i,,1- +^1--i^ ,{^-
Pr- LUr.rJ LrI\ LE-r\rlrD (lcllr

pelaksanaan program

dalam rangka pelaksanaan

daerah;

menyusun rekomendasi dan

dan evaluasi program

penyajian data hasil evaluasi

uasi dan pelaporan sebagai

daerah;

di lingkungan Evaluasi dan

jawab yang ditetapkan agar
,-t^- ^f:^:^-.\taJr {rrlslEll,

bawahan di lingkungan

peraturan dan prosedur yang

pelaksanaan tugas;

di lingkungan Evaluasi dan

antara rencana operasional

sebagai bahan laporan

^t.^.^ l^+^*^.,{^-a1-l\clrr \.to,Lal rEr, \rcli I

/
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1. pelaksanaan fungsi lain yang di

dengan tugasnya.

^l^L -;*^;-^- ^^^,,^.;rJrt-rl PrrrrPurcu,r J d.l16 ssDLld.r

S. Sub-koordinator Pengelolaan Pengadaan dan Jasa pada Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Pengelolaan Pengadaan dan Jasa mempunyai tugas

D^-^-^ ,{^- T^^^LrdLr cLr r5 Lla,l r u aild-

berdasarkan ketentuan peraturan

2. Sub-koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dalam

angka 1,melaksanakan tugas sebagaimana

menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan kegiatan program kerja Pengadaan Barang dan

Jasa berdasarkan peraturan perundang-
L -^1^l-^^-^^- f^^.:1;+^^l i-.'antar-caai na-l.-afii. iiciiiiisiilliiiiii iaaslj.iLaiiii. rrt v Erl Ld,l r'>ctsl P4^s L

1-^-^-^ t:^^^,uclr clrrS/ JcLod,,

c. pelaksanaan fasilitasi riset dan analisis

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan stra pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dan dokumen pemilihan

yang dibutuhkan;beserta dokumen pendukung lainnya dan

f. pelaksanaan fasilitasi pemilihan penyedia /jasa;

g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan
t^1.^1 /^^l-+^-^1.it,I\cLr/ DEAL\,Id,r,

mengelola katalog elektronik

h. pelaksanaan fasilitasi perencanaan dan

barang / jasa pemerintah ;

i. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan

bar ang / jasa pemerintah ;

kontrak pengadaan

uasi pelaksanaan pengadaan

j. pendistribusian tugas kepada di lingkungan Pengelolaan

Pengadaan Barang dan Jasa sesuai

yang ditetapkan agar tugas yang

dan efisien;

tugas dan tanggung jawab
l^-^+ 1-^J^l^- ^C^1,+iCucl,PctL u\-rJa.rd,rr ui.sr\Lu

k. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan

membantu Bagian Pengadaan Barang dan

iiiuiiijs'ijiiiiir.i\iiii lJi.riJ iirij.>aar r srr6u.L\r.rdl'a.lr

Pengelolaan Pengadaan Barang dan

dan prosedur yang berlaku agar

pelaksanaan tugas;

1. pelaksanaan evaluasi tugas

Pengadaan Barang dan Jasa

asa Sekretariat Daerah dalam

dan

pada

sesuai dengan peraturan

tedadi kesalahan dalam

di lingkungan Pengelolaan

cai"a membandingkan antara

I0 7/ 56
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^-^*^^;^*^l .l^-^^- *,,*^^r urlLd.lta. \JPcr cLort,rlclr trErr6d.rr LLrSd,n)-

sebagai bahan laporan kegiatan dan

datang; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang di

dengan tugasnya;

T. Sub-koordinator Pengelolaan Layanan
D^^:^- D^*^^l^^- D^-^-^ l^- T^^^ Q^l--^+^-:^+Lraa.tsrdlr r I (;rr6ctLrctcLrr IJCLI d,r rtsr \rCLl r (, CLDa. LrEt\I (; LdtI lcLL

1. Sub-koordinator Pengelolaan Layanan

mempunyai tugas membantu Bagian

Daerah dalam melaksanakan Sub urusan

Secara Elektronik berdasarkan ketentuan

2. Sub-koordinator Pengelolaan Layanan

melaksanakan tugas sebagaimana
*^--,^t^-^^^*^l-^- f',- ^^.:.rrrurry EruIrBSd.r d,Adlrr r LrrrSDr.

a. perencanaan kegiatan program

perundang-undangan;

b. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sel

barang/jasa (termasuk akun

elektronik) dan infrastrukturnya;

c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan

^I ^t -+*^-:1 -.DE\-CI,.I. d. EIEI\LI \JIIII\'

d. pelaksanaan fasilitasi registrasi dan

informasi pengadaan barang/jasa;

e. pelaksanaan fasilitasi identifikasi ke

informasi;

f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan

oleh UKPBJ;
*^l^1-^^-^^- f^^.:1:+^6i -ol.g. pciaiisanaan iasiiifasi pciayanan

pemerintah kepada masyarakat luas;

h. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan

i. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan

hasil pengadaan;

j. pendistribusian tugas kepada

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

+^1^1^ l:l^'l-^^-^1-^*
Jv cl.rrS LElcLl r Lt.trd,l\Dcl-ltaa'i\ar-lt

kineda di masa yang akan

oleh pimpinan yang sesuai

Secara Elektronik pada

Secara Elektronik

Barang dan Jasa Sekretariat

Layanan Pengadaan

turan perundang-undangan.

Secara Elektronik dalam

pada angka l,

a berdasarkan peraturan

sistem informasi pengadaan

sistem pengadaan secara

barang/jasa pemerintah

pengguna seluruh sistem

tuhan pengembangan sistem

informasi yang dibutuhkan

-^-^^l^^- L^*^*^ t:^^^
lJgrltsA,rrcr.ctrr L,cLr.clrrE,/JcLDd,

kontrak;

manajemen barang/jasa

di lingkungan Pengelolaan

dengan tugas dan tanggung

I?



.:^--.^1- l:+^+^*l-^ 4rr^a^
JO.wA.W Jd,rr6 LrrLr-LctPAcr.rr a,6o.r LLrS,cLs Jd,rr6

dan efisien;

k. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Pengelolaan Layanan Pengadaan S

peraturan dan prosedur yang berlaku

pelaksanaan tugas;

1. pelaksanaan evaluasi tugas
T ^--^-^- D^-^^,{^^- A^^^*^ E l^1 -+-^-.i1-LdL-V cl.llcl.tl I ErrE;d.\ldLdLrI \)gLd.l d. Irltnll ullh

antara rencana operasional dengan

sebagai bahan laporan kegiatan dan

datang; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang

dengan tugasnya.

rr c..1^ t-^^-l:-^+^- D^-1^:-^^- .l^- Al.,^l-^^;Li . L) i-.. u-i\fiLri tiiila,.i-ut r ullliJrrra.d.rr tld,ll r1\l v rrACLr)t

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat

1. Sub-koordinator Pembinaan dan Advokasi

mempunyai tugas membantu Bagian

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan

Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

perundang-undangan.
O c.'1^ 1-^^*J.:-^+^- D^-1-:-^^- I^s A.l-'^l-^oi1:. Ll ii U-i\tiiii iirllar.LiJl l UIl.tlJlj'Id.CLlr \lail rr(l v LrI\aLIrl

dalam melaksanakan tugas se

menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan kegiatan program kerja

Barang dan Jasa berdasarkan peraturan

b. pelaksanaan fasilitasi pembinaan

barang/jasa pemerintah, terutama
D^*^-^ / T^^^ ,{^- ^^-^^-^l r TTIDE) I.Dij.ia LLE| lJai.i'ar. iiar.rr PErr>vIILl vr\l ,rrJ,

c. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan

barang/jasa;

d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan hu

kepentingan;

e. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan

UKPBJ;

f. pelaksanaan fasilitasi analisis bcban kerj

1-^-i1.^- -l^-^+ 1-^-i^I^- ^f^1-+jfrJgr lrid,l l uctPc[ L uurJ (1lcLr r \-r\-A Lr.l

bawahan di lingkungan

Elektronik sesuai dengan

tidak terjadi kesalahan dalam

di lingkungan Pengelolaan
r^-^^- :^*1^^-l:-^t-^-ItLrtts)dtrr uct.l'(a, tll\-lllud.llLIrrrtsrt\d.rr

yang telah dilaksanakan

kinerja di masa yang akan

oleh pimpinan yang sesuai

D^*^-^ I^- I^^^ *^.I^lJdJ d.r15, \ld.rr (,,ctDcL Pa.uat

Pengadaan Barang dan Jasa

Barang dan Jasa

Sub urusan Pembinaan dan

ketentuan peraturan

D^*^^,{^^- D^-^-^ l^- T^^^i LrrS.l.Lrctctrr r-rd.r clrr5 (lctr.t L.r 6r.r5dL

dimaksud pada angka l,

dan Advokasi Pengadaan

undangan;

para pelaku pengadaan

Pengadaanpara Pengelola

pengetahuan pengadaan

dengan para pemangku

tingkat kematangan

T TTZT)E' T.v "t\l t-.rrJ ,

I0 4/
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*^I^1-^^* ^ ^- f^^;l;+^ ^: ^^- ^^l^l^ ^-5. ysrc[Asa.rrdld.rr lo.orlrLd.or ysrrS,ui(Jra(1rr I TTIDD T.L/ I\I IJU ,

h. pelaksanaan fasilitasi pengembangan

i. pelaksanaan fasilitasi implementasi

secara elektronik;

insentif personel UKPBJ;

layanan pengadaan

j. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan

bar ang / jasa pemerintah ;

kinerl'a pengadaan

k. pelaksanaan fasilitasi bimbingan pendampingan, dan/atau

^^*^;-+^L,4.: 1.:-^1-,,-^^-
PErrl'LrlrrLcLll Lll 1ur5Aurr6clrl.

urahan;

pendampingan, dan/atau

pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan

1. pelaksanaan fasilitasi bimbingan

konsultasi penggunaan seluruh sistem pengadaan barang/jasa

pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e- e-monev, SIKaP;

m. pelaksanaan fasilitasi layanan sengketa kontrak

melalui mediasi;

-^.^l:^+-.:1-,.^:^.^ +tr^^^ 1.^-^,{^ 1-^...^L^-li. PUrriiritLrllrLlsrctrr LLr6a,r) l\uPclt. a lJdI"vl(1-trcLll 1.:-^t-,,.^^^* D^*L.i-^^- A^-rurS.t\LrrrSdJl. r glrrlJril.d.ctrr (rc[lr

dengan tugas dan tanggungAdvokasi Pengadaan Barang dan Jasa

jawab yang ditetapkan agar tugas yang

dan efisien;

o. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

berikan dapat berjalan efektif

bawahan di lingkungarl

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

peraturan dan prosedur yang berlaku

-^l^1.^^-aaq 
*rra^^.

lJErC[A-C[rrd.d,r r L Lr5ra.D,

dan Jasa sesuai dengan

tidak terjadi kesalahan dalam

p. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan

Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

lingkungan Pembinaan dan

antara rencana operasional dengan

sebagai bahan laporan kegiatan dan

datang; dan

dengan cara membandingkan

tugas yang telah dilaksanakan

kineda di masa yang akan

q. pelaksanaan fungsi lain yang di
l^*^^- +rr^^^-r!^LrurlErdJr LL,r5.1SrrJ d..

oleh pimpinan yang sesuai

V. Sub-koordinator Sumber Daya Alam , Kehutanarr, Kelautan dan

Perikanan pada Bagian Sumber Daya Alam S Daerah.

1. Sub-koordinator Sumber Daya AIam Kehutanan, Kelautan dan

Perikanan mempunyai tugas membantu Bagian Sumber Daya Alam

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan S b urusan Sumber Daya Alam

I0
trr)
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T)^-+^.^:^- T1^1-.,+^-^- T1^1^,,+^- I^-r Er Lrr,lll.r,rl, l\LrlLl Ld-lld.ll, l\uraa.LlLcLrr - LlcLlr

peraturan perundang- undangan.

2. Sub-koordinator Sumber Daya Alam

Perikanan dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program ke{a
Kehutanan, Kelautan dan
*^-,.-l^-^ ,,-l^-^^-.yE1 L,.1r(rcl'rr5- Lr rrLrclrr6a.rI,

b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

bidang sumber daya alam

perikanan;

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan

sumber daya alam pertanian, kehutanan,

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi

^^l^l-^^-^^- t-^^.:^+^* ^"-1^^* .la=.a ^1^:PErarliiitar.i j.iaaar r r\E$rcL Lcrl r r) Lr t.l.l rJ\-r u.cl,J d' clldLlrl

dan perikanan;

e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

pedoman umum kegiatan sumber

kelautan dan perikanan;

f. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan

bidang sumber daya alam

-^-.:1-^-^-.PEr rr\.1lra.rr,

g. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan

pertanian, kehutanan, kelautan dan

h. pendistribusian tugas kepada bawahan

Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan

tanggung jawab yang ditetapkan agar

berjalan efektif dan efisien;
.: 

-^*tr-^-i^- -^+.'-:"1- -^lnl-ranaaa A-'-'aaoi. Puiiiugi iir,ii PULi,.' j..tJ iii\ PUrcL Dctlldr.ctll LLr6d,D

Sumber Daya Alam Pertanian, Keh

sesuai dengan peraturan dan prosedur

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di

Pertanian, Kehutanan, Kelautan

1^^-l^^^-1-^- 1,^+^-+.,^-L,ur \]-c[od-r t\d.Il r\1-Lt-trLLld,ll

Kehutanan, Kelautan dan

dimaksud pada angka 1,

Daya Alam Pertanian,

berdasarkan peraturan

dan data serta analisa di

kehutanan, kelautan dan

usan kebijakan di bidang

tan dan perikanan;

instansi terkait terhadap
1-^L., +^- ^- l-^l ^,, +^-r\Lll Ll tdtllctll, At-rcLLt LcLtl

uk pelaksanaan dan

alam peftanian, kehutanan,

evaluasi serta pelaporan di

kehutanan, kelautan dan

bidang sumber daya alam

lingkungan Sumber Daya Alam

sesuai dengan tugas dan

tugas yang diberikan dapat

1^^*,,^L ^- r.; li- ^1,,,(,a.vv cllrcLlr \lr rrIrSI\(rrr6a,rr

Kelautan dan Perikanan

berlaku agar tidak te{adi

Sumber Daya Alam

Perikanan dengan cara

dengan tugas-tugas yang

AA

membandingkan antara rencana

?



+^1 ^L r:l^l-^^-^1.^- ^^1-^-^: 1-^1-^-Lcld.lr \l1rd[ l)d.l'rcLr\a.lr s(/rJd,Bd.r Lrdl,llclll

kinerja di masa yang akan datang; dan

l-^^;^+^- .{^* ^^*1-^il.^-I\Etsrd,Ldtri \Ictt r P(;r ua-r.t\d.rl'

k. pelaksanaan fungsi lain yang oleh pimpinan yang sesuai

dengan tugasnya.

W. Sub-koordinator Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada

Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
1 C,,1^ r-^^-l:-^+^- Q,,-1-^- n^.,^ Al^* D^*+^*l- , r) L{ U-l\\/ul Lllll,CLL\JI U LllrllJ(;L lJO.y A, r}ld-lli. I gl LdLIII ,{^- T i-^l-,,-^^- LI;,{,,*\lctl.I L1r16ALrrr6cr.rl. r rrlr LrP

mempunyai tugas membantu Bagian Sum Daya Alam Sekretariat Daerah

dalam melaksanakan Sub urusan Sumber Alam Pertambangan dan

Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan turan perundang-undangan

2. Sub-koordinator Sumber Daya Alam Pertam dan Lingkungan Hidup

dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi:

dimaksud pada angka l,

l-^;^+^- l-^;^a.. yLr Qrlrr'clrrd.d-rr I\ESrctLcLlr lJr \JE,r o-rrr nErJa. L^- n^.-^ A1^* D^-+^*tr-^ur-r uo.J o. r rra.rll .t Lr LcLrrlLrctrrScur

dan Lingkungan Hidup berdasarkan

b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

perundang-undangan;

bidang sumber daya alam pertambangan

dan data serta analisa di

lingkungan hidup;

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan san kebijakan di bidang

hidup;sumber daya alam pertambangan dan

d. pelaksanaan fasilitasi dan dengan instansi terkait
+^-l^^l^- -^1^l-^^-^^- 1-^^i^+^- ^"*1-^-Li-i iiaiLiaiP lJUla,.llsii,iiaa.ar,ir AEElrd[Lair -u.rrirrsr

lingkungan hidup;

^1^- ^^-+^-1^^ ^^*cLtclllt lrgr Ld.rrrudjrEd,rr (rd,rr

e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

umum kegiatan sumber daya alam

pelaksanaan dan pedoman

dan lingkungan hidup;

f. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan uasi serta pelaporan di bidang

sumber daya alam pertambangan dan hidup;

g. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan
*^-+^*1-^ .l^- 1;-^1 -r!6d^h Li.{"-.
ijur Lar,j.lr,Jar.l r5a2.r r ucLr I rrr r5A ul rts)d,r r r rr\r Lr P,

bidang sumber daya alam

h. pendistribusian tugas kepada bawahan lingkungan Sumber Daya Alam

Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan tugas dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang

dan efisien;

i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

dapat berjalan efektif

bawahan di lingkung€ul

Sumber Daya Alam Pertambangan dan Hidup sesuai dengan

4 d A1\JA



^^-^+r.*^- l^- *-^^^1,,* 1-^-1 ^l-,,PUrd.Lqra,rr trarr lJr\J-g\rur Jd,rr6r lJsl lanu

pelaksanaan tugas;

+ll^l- +^-.i^,.l.i 1-^^^1^L^- l^l^*LlL.LcLl\ Ll; rJ CL\rr A(/OCITCLT rctl I Llcrr.cllrl

j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di

Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Sumber Daya Alam

dengan cara membandingkan

antara rencana operasional dengan tugas yang telah dilaksanakan

sebagai bahan laporan kegiatan dan per

datang; dan

kine4'a di masa yang akan

a. pelaksanaan fiingsi lain i'ang
dengan tugasnya.

^t^L -:*-.:-^- ^^^,,^.:LrlEtl yrrrrPrrrclrr J d.r.rts, irt-rf,Llcl'r

X. Sub-koordinator Sumber Daya Alam Energi

Alam Sekretariat Daerah.

Air pada Bagian Sumber Daya

1. Sub-koordinator Sumber Daya Alam

membantu Bagian Sumber Daya

melaksanakan Sub urusan Sumber Daya

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sub-koordinator Sumber Daya Alam dan Air dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, yelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja Daya Alam Energi dan Air

berdasarkan peraturan perundang-

dan Air mempunyai tugas

Sekretariat Daerah dalam
Er-^-^: l^- A:- 1^^-J^^^-l-^-irifur Er (lCtIl fl.l.l ULI uar:Cl-r I\CLtt

,

dan data serta analisa dib. pelaksanaan fasilitasi penyusunan
f^ll^-^ ^"-1-^- ,f ^..^ ^1^a ^-o-a.i ,Ias air.uluiiiiE, si,i.iiiuui ua1Jar. aalar.ul ErrLr6r tlcLll cl,ll ,

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan perumusan kebijakan di

bidang sumber daya alam energi dan air;

d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi instansi terkait terhadap

dan air;pelaksanaan kegiatan sumber daya alam

e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan uk pelaksanaan dan pedoman

umum kegiatan sumber daya alam energi dan air;
f ^^1^l- f^^;li+^6i naa^n#arrasi. ijciiiiiljiiiiiiir.il iai.oiiiirr.a'i Purrlct.-trLdLLr.Lrr

^--^1,,^^: ^^s+^ *^l^-^*^- J:UVa1.liJ.aa.rf,.t DEr Lca, P\-rc[P\,rr clrl' Llr

bidang sumber daya alam energi dan air;

g. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di

dan air;

sumber daya alam energi

h. pendistribusian tugas kepada bawahan lingkungan Sumber Daya Alam

Energi dan Air sesuai dengan tugas dan

agar tugas yang diberikan dapat bedalan

jawab yang ditetapkan

/ 4/

dan efisien;
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1^^--,^L^- l: 1:-^l-,,-^^.^(rd.vv dL}1d.rr LrI url'SAlirrScLrr

peraturan dan prosedur

pelaksanaan tugas;

Sumber Daya Alam

Energi dan Air dengan cara mem

dengan tugas-tugas yang telah

antara rencana operasional

sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa akan datang; dan
l- -^1 ^1-^^-^^- f.,-^^; l^j*il. Pular'lisd,rrcLcur rurrSDr lcLlrl Jd,rr6,

dengan tugasnya.

^1^L -i*-;* ^- ^^^,, ^i\Jrsrr. lJurrPrrrd,rr J cr i r5, i)qD(rd-r

Y. Sub-koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf

Umum Sekretariat Daerah.

dan Kepegawaian pada Bagian

1. Sub-koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

mempunyai tugas membantu Bagian U Sekretariat Daerah dalam

-^1^1-^^-^l-^- 
A"L r'-"^^5 'T^+^ T Ioalrn D.ioiii.uiiii\siiiiii.iiiiii lfi.iii iii iiitar..t-r r aa.Ld. Lrod,rld. r. llrl e+^f A1.-l: ,{^* T/^.^^^^...^i^-rJLd.r r}lrlr. \rclrr r\(,Pg5d,wd,l.d,rr

berdasarkan ketentuan peraturan perundang

2. Sub-koordinator Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

dimaksud pada angka l,dalam melaksanakan tugas se

menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja

peraturan perundang- undangan ;

1^ -^1^l-^^-^^- f^^.11l+aci -onrya!-a!oa*u. iiuiir.Iisi-liiiir.j.r iar,isruLd.ol P\.rrEErL[cLdLrr

meliputi kegiatan tata usaha umum,

Usaha Pimpinan berdasarkan

-^-l -^-+^-^*
PErr .t\d.r r LU1 CLlr 

-y 
clrrts,

tan, kepegawaian Sekretaris

Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf dan rapat-rapat dinas;

serta evaluasi di bidang

meliputi kegiatan tata usaha

c. pelaksanaan fasilitasi dan pemanta

pengelolaan administrasi perkantoran

umum, persuratan, kepegawaian Daerah, Asisten Sekretaris

Daerah, Staf Ahli dan rapat-rapat dinas;

d. pclaksanaan fasilitasi pcngclolaan kearsi

Ot lingkungan Tata Usahae. pendistribusian tugas kepada

Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dengan tugas dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang

dan efisien;

f. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

dapat berjalan efektif

bawahan di lingkungan

Kepegawaian sesuai dengan

.: ^^-L^-:^- -^+..-:,,1- -^1^l-^ +!r^^^i. PEr,'ru(,rrcLrr lJl,L\IrrJLrI\ PErd.hDcfllarul LLrErctD

Sumber Daya Alam Energi dan Air sesuai

yang berlaku agar tidak te{adi kesalahan

j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di

Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli

I {
ae



pei'aturan dan proscdur jang bcrlaku

pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan

Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

antara rencana operasional dengan

sebagai bahan laporan kegiatan dan

datang; dan

h. pelaksanaan fiingsi lain jang di

dengan tugasnya.

Z. Sub-koordinator Perlengkapan pada Bagian U

1. Sub-koordinator Perlengkapan mempunyai

Sekretariat Daerah dalam

berdasarkan ketentuan peraturan

2. Sub-koordinator Perlengkapan dalam

dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan

a. perencanaan kegiatan program

peraturan perundang-undangan ;

b. pelaksanaan f,asilitasi kebijakan

dan prasarana serta menjaga

Sekretariat Daerah;

^ *^1^t- f^^;1;+^^i 1.^laii^1.^-c. iiciaiiliaijiiiii.ii liisiiiiii.it.l i\uiJj.Jdlr\d.rr

Wakil Walikota serta Sekretariat Daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi kebijakan

dan pemeliharaan kendaraan dinas

serta Sekretariat Daerah serta

sewa kendaraan;

e. pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan

kebersihan dan pcmelihai'aan rumah

serta rumah dinas Sekretariat Daerah;

f. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

mendukung kegiatan Walikota dan

Daerah;

g. pendistribusian tugas kepada

sesuai dengan tugas dan tanggung j
yang diberikan dapat berjalan efektif dan

+:l^1- +^-:^1.: 1-^^^l^L^- l^l^*Lllrd.t\ LErJdtLrr huscLrctlrd-rl Lla.rcLlll

di lingkungan Tata Usaha

dengan cara membandingkan

tugas yang telah dilaksanakan

kinerja di masa yang akan

^1^L -:*-:-^- ^^^,, ^;\rlurr Pr.rrrPrrra.rr J clrrts, DgDLrdLr

Sekretariat Daerah.

membantu Bagian Umum

Sub urusan Perlengkapan

ndangan.
lraaa ^^1-^^^;-^-^LLTSA.) arr-r/a.Scurrld.lld-

Perlengkapan berdasarkan

pemeliharaan sarana

kantor di lingkup

-^-1^-^1-^-^.^ III^lil-^+^ ,{^-
}JEr rErrBr\ctP.l.rr Yv clllr\lJLd- Llcl'rr

penggunaan, pengendalian

alikota dan Wakil Walikota

dinas operasional dan

dan prasarana, menjaga
rrr^1:1-^+^ l^- \II^1-:1 \II^I;I-^+^vv ar-tliiaJi-aa, Lranr Yv d.rl.lr vv cLlrr\(JLcL

dan prasarana untuk

Walikota serta Sekretariat

di lingkungan Perlengkapan

yang ditetapkan agar tugas
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-^+,,-:,,1. ^^I^1-^ *rr*aaii. iiuiiiiJUilar,ir Pai-uru iiii PErcL-r\,Dcra14d.rr LLr6o.D

Perlengkapan sesuai dengan peraturan

tidak terjadi kesalahan dalam

i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan

dengan cara membandingkan antara

tugas yang telah dilaksanakan sebagai

perbaikan kineda di masa yang akan da

j. pelaksanaan fungsi lain yang di
dengan tugasnya.

AA. Sub-koordinator Rumah Tangga pada Bagian U

1. Sub-koordinator Rumah Tangga mempunyai

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan

berdasarkan ketentuan peraturan

2. Sub-koordinator Rumah Tangga daLam

dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan

a. perencanaan kegiatan program keda

peraturan perundang-undangan ;

b. pelaksanaan fasilitasi urusan rumah

serta Sekretariat Daerah;

c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan

minuman untuk kegiatan Pemerintah

Kota Pekanbaru dan rapat-rapat;

d. pendistribusian tugas kepada bawahan

sesuai dengan tugas dan tanggung

yang diberikan dapat berjalan efektif dan

e. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Rumah Tangga sesuai dengan peraturan

tidak terjadi kesalahan dalam

f. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan

dengan cara membandingkan antara

tugas yang telah dilaksanakan se

perbaikan kinerja di masa yang akan

g. pelaksanaan fungsi lain yang di

dengan tugasnya.

1^^,,.^L ^- l: 1.:* ^1-.,rrclv! cLrrcu.r tlr rrrr5,r\ulr.6cl1l

prosedur yang berlaku agar

tugas;

di lingkungan Perlengkapan

operasional dengan tugas-

bahan laporan kegiatan dan

,; dan

^1^L -:*-:-^- ^^^,,^.1LTI(.II yrrrrPrrrclrr _v ctllE, rJgr>Llcl.l

Sekretariat Daerah

membantu Bagian Umum

Sub urusan Rumah Tangga

+rr^^^ ^^L^^^:*^-^LLrts)(1o S\/UCLSCurrrarlC[

Rumah Tangga berdasarkan

Walikota dan Wakil Walikota

jamuan, makanan dan
n^1-^-1-^*,, *nrr.rr D^r,s^-.i-+^1..r ul\'arJr rJilr \1, LaLr,ll tr r Ertrrrl rrl LdLrr

di lingkungan Rumah Tangga

yang ditetapkan agar tugas

bawahan di lingkungan

prosedur yang berlaku agar

LLr54S,

lingkungan Rumah Tangga

operasional dengan tugas-

bahan laporan kegiatan dan

dan

oleh pimpinan yang sesuai
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DD O,,tr- 1-^^*l:-^+^- T/^1^*L^^^^- ,{^- A-^1;^;^ TiiiJ. LlLtlJ-l\iJ(JlLlrlrC[LtJl l\\r'lLlrIlJcLSCtarr tlcl-ll r}-L.tcLlIi'LD u

Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Kelembagaan dan

membantu Bagian Organisasi Sekretariat

urusan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

perundang-undangan.

j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Kelembagaan dan Analisis Jabatan

+^6 -^l^ D^^.i^- n-^^-:^^^.:LCIIr Pc[rr.1 rJcr,Br.l.ri \Jr tsrCrrrrr>d.L)J

Jabatan mempunyai tugas

dalam melaksanakan Sub

lingkungan Kelembagaan dan

dan tanggung jawab yang

berjalan efektif dan efisien;

bawahan di lingkungan

dengan peraturan dan

ketentuan peraturan

2. Sub-koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan dalam melaksanakan
rrraaa ^^1-^^^.i"-^-^,{i*^1.-rr,{ *^.{^ ^--1'^ 

1LilEaisi lic uaitsiiiiira1.ltar, iiilliar,irs Lru Pd.\rd' cLrr61\(1, r, rLtrr6)Dr-.

a. perencanaan kegiatan program ke{a dan Analisa Jabatan

berdasarkan peraturan perundang-

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan

dan Tata Kerja {SOTK);

Struktur Organisasi

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan koordinasi perumusan tugas

dan fungsi jabatan organisasi perangkat

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan ^-,^1.. ^ ^; 1-^l^*L^ -^ ^-tvcLrLld.r>r AElErlrrrcL6d.d.rr

perangkat daerah dan unit pelaksana daerah;

e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan S

f. pelaksanaan fasilitasi penyusunal:r

dan evaluasi jabatan;

g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan akademik terhadap usulan

penataan organisasi perangkat daerah;
L *^1^1-^^*^^- f^^:1i+^^.i ^an=,!!n!!4^h *-^{itIi. ijuiiiiiitiitiiaLiiii .tir.sj.ii t i,sr IJqlry LlDL,l.rld.rr lJr (,rrr

i. pendistribusian tugas kepada bawahan

1-^^^^* -^-^-^1-^+ ,{ ^^*^l^.rJd,So.clrr P{rr ctt r5,^4L tlo.sl a,rr,

Analisis Jabatan sesuai dengan

ditetapkan agar tugas yang diberikan

prosedur yang berlaku agar tidak tery'

1Frraao.LuEqe,

k. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan

kesalahan dalam pelaksanaan

Analisis Jabatan dengan cara

operasional dengan tugas-tugas yang

lingkungan Kelembagaan dan

bandingkan antara rencana

dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja masa yang akan datang; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang oleh pimpinan yang sesuai

dengan tugasnya.

?
AA

Kompetensi Jabatan (SKJ) ;

jabatan, analisis beban kerja



,'a/-\ A',k l-^^-i;6^+^r D^l^.'^-^- D.rhl.il. rllan 'T'a!^-\--\-. r)i-riJ-il(iiJliitlrar.Ltjl 1 (-rd.JVCLrtCLtl r tl lJll.t\ tlcr-ll la.LdI-

Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Pelayanan Publik dan

membantu Bagian Organisasi Sekretariat

urusan Pelayanan Publik dan Tata

peraturan perundang- undangan.

2. Sub-koordinator Pelayanan Publik dan Tata
+rr^^^ ^^1^^^^;*^*^ J.:*^l-^"J -^la ^-^l-^ 1
L irE iis ijtr uiiEiiiiiiill lar. (rrrrrar,iiit ij Lr Pa.Lrcl, d.r rE 

^d. 
r,

a. perencanaan kegiatan program kerja

berdasarkan peraturan perundang-

b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

dinas, jam keda, metode kerja, prosedur

c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

teknis di bidang ketatalaksanaan

kerja/ atganisasi perangkat daerah di

Pekanbaru;

d. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi

Pub1ik;

e. pelaksanaan fasilitasi dan menghimpun

(SOP) yang disusun oleh masing-masing

f. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

-^1 ^-,^- ^- ^,,1-1.:l-.liLr,ct Jv d,rrcLrr }, Lt urr^.t

g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi

h. pendistribusian tugas kepada bawahan

dan Tata Laksana sesuai dengan

ditetapkan agar tugas yang diberikan

i. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Pelayanan Publik dan Tata Laksana

prosedur i'ang berlaku agai' tidak ted

tugas;

j. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di

Tata Laksana dengan cara mem

dengan tugas-tugas yang telah

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

k. pelaksanaan fungsi lain yang di

dengan tugasnya.

*^l^ D^-:^- n-^^-:^^^.:
Pd,\r4 rJd.6rc[rl. \-rr 5)cr.rrrr>crl)r

Laksana mempunyai tugas

dalam melaksanakan Sub

berdasarkan ketentuan

Laksana dalam melaksanakan

rur16.>l.

Publik dan Tata Laksana

tata naskah dinas, pakaian

dan pola hubungan kerja;

pembinaan serta bimbingan

pelayanan publik bagr unit
1:--1-,,-^^.^ D^*^*:-+^tr- V^+^rrrrSAurr6rct.tr l glrrsirllLct-lr r\\JLa.

Standar Pelayanan

Standar Operasional Prosedur

t daerah;

monitoring dan evaluasi

pelayanan publik;

lingkungan Pelayanan Fublik

dan tanggung jawab yang

t bedalan efektif dan efisien;

bawahan di lingkungan

dengan peraturan dan
1-^^^1^1^^- l^l^* *^l^l--^-^^*iLusai-icu rdu l Ll4ld.rlr Pu.t6l.!\ocl,r rd.ar I

Pelayanan Publik dan

antara rencana operasional

sebagai bahan laporan

akan datang; dan

oleh pimpinan yang sesuai
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Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Kine4'a dan Reformasi

membantu Bagian Organisasi Sekretariat

urusan Kinery'a dan Reformasi Birokrasi

perundang-undangan.

2. Sub-koordinator Kineq'a dan Reformasi

sebagaimana dimaksud pada angka 1,

a. perencanaan kegiatan program keg'a

berdasarkan peraturan perundang-

b. pelaksanaan iasilitasi penyusunan

kinerja dan reformasi birokrasi;

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

Pemerintah (LKjIP) Kota Pekanbaru;

d. pel.aksanaan fasilitasi penyusunan road

e. pelaksanaan fasilitasi Sistem

(sAKrP);

f. pelaksanaan fasilitasi monitoring dan

peningkatan kineda dan reformasi

g. pendistribusian tugas kepada

Reformasi Birokrasi sesuai dengan

ditetapkan agai' tugas yang diberikan

h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Kinerja dan Reformasi Birokrasi sesuai

yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan

i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan

Reformasi Birokrasi dengan cara

operasional dengan tugas-tugas yang

Laporan kegiatan dan perbaikan kinerja

a. pelaksanaan fungsi lain yang di

dengan tugasnya.

/

*^l^ D^-:^- r\*^^-.:^^^:
l,d.LrcL rJd.tsrd,rr \-rrEcLrrrDcLDr

Birokrasi mempunyai tugas

dalam melaksanakan Sub

kan ketentuan peraturan

dalam melaksanakan tugas

r Llr r6Dr.

a dan Reformasi Birokrasi

kebijakan teknis peningkatan

Laporan Kinerja Instansi

- *^f^-* ^ ^.i r-: -^1 .-^ ^: .
l, r uru.l lr.tcLsr lJrr \rra.r (l,Dt,

Kine4'a Instansi Pemerintah

pelaksanaan kebijakan

di lingkungan Kinerja dan

dan tanggung jawab yang
1^^.-:^1^- ^f^l-+:f l^- ^fi^.;^-.lJUrJa,rcLrr E.tur\Llr tlcLrl grrslurr,

bawahan di lingkungan

peraturan dan prosedur

pelaksanaan tugas;

di lingkungan Kinerja dan

antara rencana

dilaksanakan sebagai bahan

^1-^*.I^+^-a. Janiiiii';sir. ) ai,r j.E, ar.i\d.l l \lcl r-cr-r r5), Lla,r r

oleh pimpinan yang sesuai

r AA
\J \J
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Pimpinan Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Komunikasi Pimpinan

Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Sub urusan Komunikasi Pimpinan

perundang-undangan.

2. Sub-koordinator Komunikasi Pimpinan

^^L^^^:*^-^,r:*^1-^,,1 -^l^ ^*^t-^ 1itc iJar.Eaajrriar.rrcr LlrrlraAl>l'l\r Pa.\r4 cLtr6,rlcr r,

a. perencanaan kegiatan program kerja

peraturan perundang-undangan ;

b. pelaksanaan fasilitasi dan menjalin hu

terkait pelaksanaan fungsi juru bicara

c. pelaksanaan fasilitasi dan memberi

tentang penyampaian informasi tertentu;
.{ *^1^1.^^-^^- f^^:1:+^^i J^q rao*l-or.il'^-u. iiuiiiliitii-iiaiai-il ia1i5lij.iir.asr iid,r.r llrcllrrr\-l l.lacLll

pihak-pihak terkait sesuai dengan ke

pimpinan;

e. pelaksanaan fasilitasi dan

yang bersifat penting dan mendesak

Wakil Walikota;

f. pelaksanaan fasilitasi penyiapan dan

g. pelaksanaan fasilitasi peni'iapan dan

kebijakan;

h. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

dan Wakil Walikota;

i. pendistribusian tugas kepada

Pimpinan sesuai dengan tugas dan

tugas yang diberikan dapat berjalan

j. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Komunikasi Pimpinan sesuai dengan

berlaku agar tidak tedadi kesalahan

k. pelaksanaan evaluasi tugas

Pimpinan dengan cara

dengan tugas-tugas yang telah

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa

D-^+^l-^l l^- T1^*,,-:l-^^:r I t Lt A\rt l.lcl-lr l\\JlltLlrlr^(2-rJr

tugas membantu Bagian

Daerah dalam melaksanakan

ketentuan peraturan

melaksanakan tugas

r Lrr 15,Dr.

unikasi Pimpinan berdasarkan

dengan berbagai pihak

daerah;

kepada pimpinan daerah

.l^- -^-:^1^^^- 1.^-^,{^\rd"rr PL.rrJElcLDcur r\glJd.\rcr.

tuhan dan atau atas arahan

dan mengolah informasi yang

kebutuhan Walikota dan

bahan materi rapat;

-^-^^^-,t^^* 1-^L^* a^+^*i
PE-i j.EEar,-r-rl.raa.cLrr lr.Lrrclrr lllcLLt l r

sambutan dan pidato Walikota

di lingkungan Komunikasi

jawab yang ditetapkan agar

dan efisien;
1^^-.,^l^^.^ l: 1:-^1-,,rJ(itWCLrrd.rr \rr rrrrErraLlrrS,6Lrr

dan prosedur yang

pelaksanaan tugas;

di lingkungan Komunikasi

antara rencana operasional

sebagai bahan laporan

fl

akan datang; dan

6.rI
\J -'



1 -^1^1- G,-^^: 1^:- lil-^,..i1-^- ^1^L D:.-'-:-^-i. peiaKsanaan iungsi iain i'ang oiDcriiian oicii i-impinan yang sesual

dengan tugasnya.

FF. Sub-koordinator Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas membantu

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dalam

melaksanakan Sub urusan Dokumcntasi Pimpinan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Sub-koordinator Dokumentasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan program kerja Dokumentasi Pimpinan berdasarkan

peraturan perundang-undangan ;

b. pelaksanaan fasilitasi dokumentasi kegiatan Walikota dan Wakil
II/^l:1-^+^ 'v v a,lrhl!, Lcrt

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan notulensi rapat Walikota dan

Wakil Walikota;

d. pelaksanaan fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Walikota darr

Wakil Walikota;

e. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Dokumentasi

Pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar

tugas yang diberikan dapat bedalan cfektif dan efisicn;

f. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Dokumentasi Pimpinan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

g. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Dokumentasi

Pimpinan dengan cara membandingkan antara rencana operasional

dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai

dengan tugasnya.

GG. Sub-koordinator Perencanaan pada Bagtan

Sekretariat Daerah.

Perencanaan dan I{euangan

1. Sub-koordinator Perencanaan mempunyai tugas membantu Bagian

Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan Sub

/1
g a/
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ui'usan Pei'encanaan berdasarkan keten

undangan.

2. Sub-koordinator Perencanaan dalam

dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan

a. perencanaan kegiatan program kerja

perundang-undangan;

b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan

Sekretariat Daerah yang meliputi

Rencana Kineq'a (Renja) Tahunan,

c. pelaksanaan fasilitasi asistensi dan

Daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Pe{anj

e. pendistribusian tugas kepada bawahan di

dengan tugas dan tanggung jawab

diberikan dapat berjalan efektif dan

f. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Perencanaan sesuai dengan peraturan

tidak terjadi kesalahan dalam

g. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di

cara membandingkan antara rencana

yang telah dilaksanakan sebagai bahan
1-:-^;^ .l: *^^^ r'^hd 

^1-^- J^*^n-' -,laniiiiiclJii i.ii iiiir.sii Jiaiits aij\ar.jr l' d.Ldlrr.Er, t.d.rr

h. pelaksanaan fungsi lain yang

dengan tugasnya.

HH. Sub-koordinator Pelaporan pada Bagran

Sekretariat Daerah.

1. Sub-koordinator Pelaporan mempunyai

Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

urusan Pelaporan berdasarkan ketentuan

2. Sub-koordinator Pelaporan dalam

dimaksud pada angka 1, menyelenggarakan

a. pereiicanaan kegiataii program keda

perundang-undangan;

b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah;

-^-^h.+a* -^-,,-l^-^Psr d,Lur du.r. PEr urr\rcLrr6,-

tugas sebagaimana

berdasarkan peraturan

penyusunan perencanaan

^+-^+^^;^ /D^-^+*^'lr (/rrlvclrlcl DLr d-LEts)rit lr\cri.oLr 4-r,

Kerja Anggaran (RKA);

RKA, DPA, DPPA Sekretariat

Kinerja Sekretariat Daerah

Perencanaan sesuai

ditetapkan agar tugas yang

bawahan di lingkungan

prosedur yang berlaku agar

tugas;

Perencanaan dengan

dengan tugas-tugas

kegiatan dan perbaikan

oleh pimpinan yang sesuai

l^- 11^,,^^-^at,l.ar,rr r\gLrdJl.tscur

tugas membantu Bagian

dalam melaksanakan Sub

perundang-undangan.

tugas sebagaimana

poran berdasarkan peraturan

Laporan Kineda Instansi
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Sekretariat Daerah;

d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan

e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan

Daerah;

f. pendistribusian tugas kepada bawahan

dengan tugas dan tanggung jawab
,{il-^;I-^- J^^^+ 1-^*:^1^- ^f^l-+if .{^-(lrrrr;r l.r\d,rr \rcLPd"L L,ErJ d.r(1r r ErEr\Ltt \lcl-r.l

g. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas

Pelaporan sesuai dengan peraturan dan

terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

h. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di

cara membandingkan antara rencana

yang telah dilaksanakan sebagai bahan
1-:-^-:^ l: 
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i. pelaksanaan fungsi lain yang

dengan tugasnya.

^,,^1,,^^i 1-^-:^gvd,lL,l.ctDr lLrr\-d"lrd. r\crJdL

SPIP;

laporan keuangan Sekretariat

lingkungan Pelaporan sesuai

ditetapkan agar tugas yang

pada bawahan di lingkungan

ur yang berlaku agar tidak

lingkungan Pelaporan dengan

d.engan tugas-tugas

kegiatan dan perbaikan

oleh pimpinan yang sesuai
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